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ABSTRAK 
Arif Rachman Nur (B111 12 915), Tinjauan Hukum Terhadap Pemilikan 
Tanah oleh Orang Asing Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah 
Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau 
Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang 
dibimbing oleh Farida Patittingi dan Sri Susyanti Nur. 
Bangsa Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan bumi, air, 
ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sehingga 
dalam hierarki penguasaan tanah di Indonesia menempatkan Hak Bangsa 
pada urutan tertinggi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebutkan sebagai 
hak yang bersifat abadi yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi seiiring 
perkembangan zaman, bukan hanya bangsa Indonesia yang membutuhkan 
tanah dan bangunan, namun juga orang asing yang bekerja di Indonesia. 
Hal ini kemudian yang melatarbelakangi diundangkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 yang diganti dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat 
Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (PP 
Hunian Orang Asing). Akan tetapi PP tersebut dinilai kurang nasionalis 
karena menjual wilayah Indonesia kepada asing demi investasi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemilikan tanah oleh 
orang asing setelah berlakunya PP Hunian Orang Asing dalam perspektif 
Hak Bangsa serta untuk mengetahui status kepemilikan tanah sebagai 
harta bersama dalam perkawinan campuran. Adapun metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan 
pendekatan peraturan perundang-undangan, sejarah dan perbandingan. 
Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder yang dilengkapi bahan nonhukum yang dikumpulkan melalui studi 
literatur. Kemudian bahan hukum tersebut di analisis secara kualitatif dan 
disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dianutnya Asas Pemisahan 
Horizontal tidak memungkinkan orang asing untuk memiliki tanah meskipun 
bangunan di atasnya. Meskipun demikian, jangka waktu Hak Pakai yang 
terlampau lama hingga mencapai 80 tahun dapat berbenturan dengan Hak 
Bangsa; 2) Ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUPA mengacu kepada Pasal 119 
Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) dan Pasal 2 Regeling op de 
gemengde Huwelijken (GHR) sehingga WNI pelaku perkawinan campuran 
tidak dapat memiliki Hak Milik atas tanah. Hal ini berbeda dengan ketentuan 
dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). 
Kata kunci: Pemilikan Tanah oleh Orang Asing, Hak Bangsa   
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ABSTRACT 
Arif Rachman Nur (B11112915), Legal Overview of Foreign Land 
Ownership after Government Regulation No. 103 of 2015 about 
Foreigner’s Residential Ownership supervised by Farida Patittingi and 
Sri Susyanti Nur. 
The Indonesian have a close relationship with land, water, space and 
natural resources in Indonesia territory, so in the hierarchy of land tenure 
put the Nations Right to the highest order. In Article 1 of Agrarian Act 1960 
mentioned as an eternal rights that can not be separated. But concurrently 
with the times, not only the Indonesian needed land and buildings, but also 
foreigners who working in Indonesia. It is the background of enactment of 
Government Regulation No. 41 of 1996 replaced by Government Regulation 
No. 103 of 2015 about Foreigner’s Residential Ownership. But the 
Government Regulation is considered not nationalists because sell the 
Indonesia's territory to foreigner for investment reason. 
The purpose of this reseach was to determine the foreigner land 
ownership after the Government Act No. 103 of 2015 in the Nation Right 
perspective and to determine the status of land ownership as joint property 
in intermarriages. The method used in this research is a normative research 
with statute approach, historical approach and comparative approach. This 
research used primary legal sources and secondary legal sources 
incorporating nonlegal resources collected with literature research. Then 
the legal sources are qualitatively analyzed and then presented 
descriptively.  
The conlusion based on the research are: 1) Horizontal Separation 
Principle does not allow foreigners to own land even though the buildings 
on it. Nevertheless, the period is too long right to use up to 80 years may be 
in conflict with the Nation Right; 2) the provisions of Article 21 paragraph (3) 
Agrarian Act 1960 refers to Article 119 of the Indonesia Civil Code and 
Article 2 Regeling op de gemengde Huwelijken (GHR) so the citizen in 
intermarriages can not have land titles. This is in contrast with the provisions 
laid down in the Marriage Act 1974. 
 
Keywords: Foreigner’s Land Ownershio, Nation Rights 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Kemerdekaan yang diproklamasikan tujuh dekade lalu merupakan 
suatu pernyataan bahwa dengan segara bangsa Indonesia akan mencapai 
suatu kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran. 
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) merupakan landasan 
konstitusional dalam pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang berada 
di wilayah Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rakyat 
di maksud disini bukan rakyat pada golongan tertentu, namun seluruh 
rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, golongan atau 
sebagainya. Tujuan luhur tersebut harus ditunaikan oleh negara sebagai 
organisasi dan pemegang kekuasaan tertinggi dari masyarakat. 
Tanah yang merupakan sumber daya alam yang paling dekat dengan 
manusia memiliki peran penting dalam mewujudkan kemakmuran yang 
diamanatkan oleh konstitusi. Secara kosmologis, tanah adalah tempat 
manusia tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka 
berasal, dan akan kemana pula mereka pergi. Hal ini berarti setiap sendi 
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kehidupan manusia tidak pernah lepas dari tanah. Maka tidak berlebihan 
jika menyebutkan tanah sebagai kebutuhan dasar manusia.1 
Tanah yang mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan 
ekologis memiliki kedudukan yang istimewa dalam kehidupan masyarakat 
adat di Indonesia. Dalam masyarakat Hukum Adat yang memiliki pertalian 
hukum (rechtsbetrekking) dengan tanah, di mana tanah  dimaknai sebagai 
tempat mereka berdiam, tempat mencari penghidupan serta bergantung, 
tempat di mana mereka dimakamkan dan yang menjadi tempat kediaman 
arwah leluhurnya.2 Selain itu, keistimewaan tanah tersebut dapat dilihat 
dengan masyarakat Hukum Adat juga memberikan penghormatan kepada 
kata tanah, seperti kata lain untuk sebutan negara adalah tanah air, tanah 
tumpah darah dan tanah pusaka.3 Kedudukan istimewa tanah tersebut 
terus berlanjut ke masyarakat feodal yang menjadikan tanah sebagai simbol 
status sosialnya, bukan hanya sekadar komoditas seperti masyarakat 
kapitalistik. 
Sadar akan nilai strategis tanah dalam kehidupan bangsa Indonesia, 
maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA) yang merupakan 
penjabaran lebih lanjut dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai basis 
politik pertanahan nasional. Biarpun menggunakan frasa “agraria” sebagai 
                                                 
1 Bernhard Limbong, 2014, Politik Pertanahan, Jakarta: Margaretha Pustaka, Hlm. 1. 
2 B. Ter Haar Bzn, 1980, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Diterjemahkan oleh K. Ng. 
Soebekti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, Hlm. 71. 
3 Bernhard Limbong, 2012, Konflik Pertanahan, Dikutip dari Bernhard Limbong, Op.Cit., Hlm. 1. 
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judul undang-undangnya (selanjutnya disingkat UU), ruang lingkup agraria 
dalam UUPA sebenarnya meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan 
yang terkandung di dalamnya. Dalam ketentuannya, UUPA memuat 
peraturan dasar pokok-pokok agraria serta pokok persoalan agraria serta 
penyelesaiannya. Penyelesaian persoalan-persoalan tersebut pada waktu 
terbentuknya UUPA merupakan program revolusi di bidang agraria, yang 
disebut sebagai Indonesian Agrarian Reform4 (selanjutnya disebut reforma 
agraria). Maka dari itu sudah sepatutnya UUPA ditempatkan sebagai 
supremasi dalam pembangunan hukum dan politik pertanahan nasional.  
Reforma agraria merupakan bagian dari program pembangunan 
ekonomi serta bermakna sebagai suatu program politik untuk mengubah 
struktur penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria.5 Reforma 
agraria dapat dilihat sebagai suatu upaya sistematik terencana dan 
dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, 
untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi 
pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat baru yang demokratis dan 
berkeadilan. Reforma agraria dapat dijalankan dimulai dengan langkah 
menata ulang penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan 
kekayaan alam lainnya. Artinya, jika dijalankan dengan benar dan baik, 
                                                 
4 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, Hlm. 3. 
5 Dianto Bachriadi, 1999, Pembaruan Agraria (Agrarian Reform): Urgensi dan Hambatannya 
dalam Pemerintahan Baru di Indonesia Pasca Pemilu 1999, dalam Bernhard Limbong, Op.Cit., Hlm. 
337. 
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reforma agraria akan menjadi landasan bagi pembangunan nasional yang 
kokoh.6 
Sayangnya, reforma agraria tidak dijalankan sebagai mana mestinya 
sejak Masa Orde Baru (1966 – 1998) yang lebih berorientasi pada 
pembangunan ekonomi. Konsekuensinya adalah kebijakan agraria lebih 
ditujukan pada pemusatan penguasaan atas tanah dan pembangunan 
ekonomi.7 Orientasi pembangunan ekonomi tersebut dapat dilihat dengan 
diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang 
Penanaman Modal Asing yang memberikan kesempatan besar bagi 
investor asing dalam melakukan investasi untuk mengeksploitasi sumber 
daya yang dimiliki Indonesia yang mengenyampingkan UUPA. 
Hadirnya berbagai investasi yang mau tidak mau harus 
memanfaatkan tanah yang merupakan sumber daya alam yang langka, 
terutama berkaitan dengan dengan hak/kemudahan (di samping kewajiban) 
yang diberikan, tanpa mengakibatkan kerugian terhadap rakyat. Secara 
sederhana konsekuensinya adalah bahwa Pemerintah berkewajiban 
menyediakan tanah yang diperlukan, baik untuk investasi maupun 
keperluan pembangunan lainnya, sedangkan tanah harus diambil dari 
rakyat karena tanah negara dapat dikatakan sulit dijumpai.8  
                                                 
6 Peter Dorne, 1972, Land Reform and Economic Development, dalam Bernhard Limbong, 
Op.Cit., Hlm. 338. 
7 Maria S.W. Sumardjono, 2006, Reorientasi Kebijakan Pertanahan, Kompas: Jakarta, dalam 
Bernhard Limbong, Op.Cit., Hlm. 35. 
8 Maria S. W. Sumardjono selanjutnya disebut Maria S.W. Sumardjono I), 2009, Tanah dalam 
Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas: Jakarta, Hlm. 27. 
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Orientasi terhadap ekonomi terus mengeksploitasi tanah sekaligus 
fungsi-fungsi non-ekonomi tanah lainnya. Orientasi ekonomi tersebut dapat 
dilihat dengan dikeluarkannya Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia (selanjutnya disingkat MP3EI) pada 
2011. MP3EI ditujukan sebagai acuan bagi menteri dan pimpinan lembaga 
pemerintah, non-kementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam 
rangka pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 
Indonesia. Program prestisius tersebut kemudian menjadi landasan baru 
dalam pembangunan ekonomi nasional. 
Pemerintahan Presiden Joko Widodo, juga memiliki corak orientasi 
ekonomi seperti masa Orde Baru dengan orientasi ekonominya yang 
dituangkan dalam paket kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut 
menempatkan fungsi ekonomi tanah sebagai salah satu basis 
pembangunan ekonomi nasional. Salah satu poin penting kebijakan 
tersebut adalah percepatan ekonomi melalui investasi asing. Hal tersebut 
bukanlah tanpa alasan mengingat nilai strategis dan tingginya investasi di 
Indonesia. Pada tahun 2015, pertumbuhan investasi di Indonesia memiliki 
peringkat pertama di kawasan Asia Tenggara dengan pertumbuhan 20% ke 
angka US$ 22,6 miliar dari US$ 18,8 miliar dibanding tahun sebelumnya.9 
Biarpun demikian, Indonesia masih tergolong sebagai negara yang tidak 
ramah terhadap investor asing. Hal ini dibuktikan dengan posisi Indonesia 
                                                 
9 United Nations Conference on Trade and Development, 2015, World Investment Report 2015, 
diakses dari http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2015_en.pdf, diakses pada 3 Maret 2016. 
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yang berada pada posisi 109 dalam Ease of Doing Business Index 2015, 
naik 11 peringkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Posisi terebut masih 
jauh tertinggal dengan Singapura di posisi pertama, Malaysia di posisi 18, 
Thailand pada 49, Brunei Darussalam pada 84 bahkan Vietnam serta 
Filipina di posisi 90 dan 103.10  
Dalam memudahkan investasi asing di Indonesia, Pemerintah 
Indonesia melakukan revisi terhadap berbagai peraturan perundang-
undangan terkait investasi, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau 
Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia (selanjutnya 
disingkat PP Hunian Orang Asing 1996) yang diubah menjadi Peraturan 
Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat 
Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia 
(selanjutnya disingkat PP Hunian Orang Asing). Regulasi baru tersebut 
memberikan kemudahan kepada orang asing untuk memiliki tempat tinggal 
di Indonesia dengan jangka waktu lebih lama serta status tanahnya. 
Tujuannya untuk memberikan kepastian kepada orang asing untuk tinggal 
dan berinvestasi di wilayah Indonesia. Sehingga dapat mendorong 
peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga mengingat 
kebutuhan akan tempat tinggal atau hunian bukan hanya milik Warga 
                                                 
10 World Bank (selanjutnya disingkat World Bank I), 2015, Economy Rankings, diakses dari 
http://www.doingbusiness.org/rankings, diakses pada 6 Maret 2016. 
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Negara Indonesia (selanjutnya disingkat WNI), namun juga orang asing, 
karena sifatnya yang merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. 
Masuknya investasi asing akan membawa efek domino bagi industri 
lain di Indonesia. Para investor asing yang masuk ke Indonesia tentu saja 
membawa pekerja dari negara asal investor. Mau tidak mau, perusahaan 
harus menyediakan hunian bagi pekerja dan keluarga yang dibawa.11 
Biarpun ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada orang asing 
dalam memperoleh tempat tinggal di Indonesia dan mempercepat 
pertumbuhan ekonomi Indonesia, PP Hunian Orang Asing dinilai 
kontraproduktif terhadap agenda reforma agraria yang menjadi salah satu 
pilar UUPA. Hal ini dikarenakan jangka waktu pemilikan rumah tempat 
tinggal atau hunian yang lebih lama dengan berbagai peraturan perundang-
undangan lainnya serta tidak adanya batasan mengenai luasan tanah yang 
dikuasai. Selain itu pengesahan PP Hunian Orang Asing yang dilakukan 
lebih dahulu dibanding dengan PP Jaminan Luas lahan Pertanian.12 
Kemudahan terhadap orang asing dalam memperoleh rumah tempat 
tinggal atau hunian di Indonesia, satu sisi merupakan suatu diskriminasi 
terhadap WNI yang juga berhak terhadap tanah. Hal ini juga di dukung 
dengan laporan Bank Dunia pada tahun 2015 yang menyatakan 
                                                 
11 Eko Adiwaluyo, 2015, Kepemilikan Asing di Properti Nasionalisme Vs Iklim Investasi, diakses 
dari http://marketeers.com/article/kepemilikan-asing-di-properti-nasionalisme-vs-iklim-investasi.html 
, diakses pada 6 Maret 2016. 
12 Hukum Online, 2016, PP Kepemilikan Rumah WNA Kemunduran Reforma Agraria, Diakses 
dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt569cafdbbed5c/pp-kepemilikan-rumah-wna--kemund 
uran-reforma-agraria, Diakses pada 7 Maret 2016. 
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konsentrasi kekayaan, termasuk tanah, yang dimiliki oleh elit merupakan 
salah satu penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia.13 
Selain itu, PP Hunian Orang Asing, tepatnya dalam Pasal 3, memuat 
suatu jaminan kepada WNI yang melakukan perkawinan dengan orang 
asing untuk memperoleh hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya. 
Hal ini merupakan suatu langkah besar dalam meniadakan diskriminasi 
pemilikan tanah sesama WNI. Biarpun demikian ketentuan tersebut juga 
menimbulkan suatu peluang terhadap orang asing untuk memiliki tanah di 
Indonesia dengan status Hak Milik. 
Ketentuan dalam Pasal 3 PP Hunian Orang Asing tersebut 
memberikan kesempatan bagi WNI yang kawin dengan orang asing untuk 
memiliki tanah. Hal ini akan menimbulkan suatu pertentangan dengan Pasal 
35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya 
disingkat UU Perkawinan) yang menerangkan bahwa harta benda yang 
diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama. Hal ini menimbulkan 
suatu celah hukum terhadap status pemilikan tanah oleh orang asing. 
Adanya kemudahan untuk orang asing dalam memperoleh suatu 
rumah tinggal atau hunian dan tumpang tindihnya regulasi terkait hal 
tersebut mengindikasikan adanya diskriminasi terhadap Hak Bangsa 
sebagai hak penguasaan tanah yang paling tinggi. Selain itu, dengan 
                                                 
13 World Bank (selanjutnya disingkat World Bank II), 2015, Indonesia Rising Divide, Diakses dari 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide, Diakses pada 17 
Maret 2016. 
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adanya ketentuan dalam PP Hunian Orang Asing yang memberikan 
kesempatan kepada WNI yang menikah dengan orang asing untuk 
memperoleh hak atas tanah dengan WNI lainnya akan menimbulkan suatu 
celah hukum tentang pemilikan tanah oleh orang asing dengan dijadikannya 
tanah sebagai harta bersama. Permasalahan tersebut mendasari penulis 
untuk menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap 
Pemilikan Tanah oleh Orang Asing Setelah Berlakunya PP Nomor 103 
Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian 
oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan dua 
masalah, yaitu: 
1. Bagaimanakah pemilikan tanah oleh orang asing setelah berlakunya 
PP No. 103 Tahun 2015 dalam perspektif Hak Bangsa? 
2. Bagaimanakah status kepemilikan tanah sebagai harta bersama 
dalam perkawinan campuran? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pemilikan tanah oleh orang asing setelah 
berlakunya PP No. 103 Tahun 2015 dalam perspektif Hak Bangsa. 
2. Untuk mengetahui status kepemilikan tanah sebagai harta bersama 
dalam perkawinan campuran. 
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D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah: 
1. Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi 
referensi acuan mengenai penelitian lain yang terkait dengan pemilikan 
tanah oleh orang asing setelah berlakunya PP No. 103 Tahun 2015 
tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang 
Asing yang Berkedudukan di Indonesia. 
2. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menghasilkan 
rekomendasi untuk para pembuat kebijakan dalam menyusun 
pengaturan lainnya tentang pemilikan tanah oleh orang asing setelah 
berlakunya PP No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat 
Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Hukum Tanah 
Dalam rezim hukum internasional, tanah termasuk ke dalam wilayah 
tertentu yang memiliki posisi sangat penting sebagai salah satu unsur de 
facto terbentuknya suatu negara.14 Dalam UUD NRI 1945, tanah tidak 
hanya memiliki kedudukan sebagai wilayah, namun juga sebagai sarana 
dalam memberikan kemakmuran. Hal ini tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) 
yaitu, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. 
Tanah memiliki definisi yang berbeda dengan lahan. Kamus besar 
Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) memberikan pengertian 
terhadap tanah yang meliputi:15 
(1) permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali; (2) keadaan 
bumi di suatu tempat; (3) permukaan bumi yang diberi batas; (4) 
daratan; (5) permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu 
bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara; 
negeri; (6) bahan-bahan dari bumi; bumi sebagai bahan sesuatu 
(pasir, napal, cadas, dan sebagainya); (7) dasar (warna, cat, dan 
sebagainya). 
                                                 
14 Pasal 1 The Montevideo Convention on the Rights and Duties of State 1933. 
15 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 
Keempat. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Hlm. 1390. 
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Sedangkan lahan16 diartikan sebagai (1) tanah tempat kegiatan atau 
usaha dilakukan (tentang pertanian, permukiman); (2) tanah garapan. Dari 
pengertian tersebut, dapat dilihat kata tanah memiliki makna lebih luas 
ketimbang lahan yang hanya berkaitan dengan kegiatan.  
Tanah dalam Blacks’ Law Dictionary17 berarti land yang diartikan (1) 
An immovable and indestructible three dimensional area consisting of a 
portion of the earth surface, the space above and below the surface, and 
everything growing on or permanently affixed to it. (2) An estate or interest 
in real property. Definisi tersebut dalam bahasa Indonesia diterjemahkan 
menjadi (1) Suatu daerah tiga dimensi bergerak dan tidak dapat 
dihancurkan terdiri dari sebagian permukaan bumi, ruang atas dan di bawah 
permukaan, dan segala sesuatu yang tumbuh pada atau permanen 
ditempelkan itu. (2) Sebuah perumahan dalam properti riil. 
Dalam Hukum Adat, tidak terdapat perbedaan antara hak yang 
bersifat kebendaan (zakelijk karakter) dan hak-hak yang bersifat pribadi 
(persoonlijk karakter). Perbedaan antara kedua macam hak ini tidak tegas 
dalam sistem Hukum Adat, termasuk dalam tanah.18 Pengertian tanah 
dalam artian yuridis terdapat pada Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyatakan 
bahwa; 
atas dasar hak menguasai dari negara... ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat 
                                                 
16 Ibid., Hlm. 771. 
17 Bryan A. Garner, 2004, Black's Law Dictionary 8th Edition, St. Paul: West Publishing, Hlm. 
892.  
18 Sudargo Gautama (selanjutnya disingkat Sudargo Gautama I), 1990, Tafsir Undang-Undang 
Pokok Agraria, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 29. 
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diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. 
Dengan demikian, pengertian tanah meliputi permukaan bumi yang 
ada di daratan dan permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk 
air laut.19 Sejalan dengan UUPA, Boedi Harsono mendefisikan tanah 
sebagai permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi juga 
sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagian dari ruang yang 
ada di atasnya, dengan pembatasan sekadar diperlukan untuk kepentingan 
yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang 
bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan 
lain yang lebih tinggi.20 
Berbeda dengan pengertian tanah, hukum tanah merupakan 
keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, ada yang tertulis ada pula yang 
tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama, 
yaitu hak-hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum 
dan sebagai hubungan-hubungan hukum konkret, beraspek publik dan 
perdata, yang dapat disusun dan dipelajari secara sistematis, hingga 
keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem.21 Dari 
pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa hukum tanah bukan mengatur 
tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspek 
yuridisnya yang disebut hak-hak penguasaan atas tanah.22 Hal tersebut 
                                                 
19 Boedi Harsono, Op.Cit., Hlm. 6. 
20 Ibid., Hlm. 262. 
21 Ibid., Hlm. 30 – 31. 
22 Ibid., Hlm. 17. 
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sejalan dengan Nathaniel Lichfield yang menerangkan bahwa objek 
perhatian hukumnya bukan tanahnya, melainkan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban berkenaan dengan tanah yang dimiliki dan dikuasai dalam 
berbagai bentuknya, meliputi kerangka hukum dan institusionalnya, 
pemindahannya serta pengawasannya oleh masyarakat.23 
Dalam sistem hukum tanah nasional, terdapat hierarki hak-hak 
penguasaan atas tanah. Hierarki tersebut secara jelas diterangkan oleh 
UUPA, yang terdiri atas:24 
1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1 UUPA, sebagai 
hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan 
publik; 
2. Hak Menguasai dari Negara (selanjutnya disingkat HMN) yang 
disebut dalam Pasal 2 UUPA, semata-mata beraspek publik; 
3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3 
UUPA, beraspek perdata dan publik; 
4. Hak-hak perseorangan/individual, semuanya beraspek perdata, 
terdiri atas: 
a. Hak-hak atas tanah, sebagai hak-hak individual yang 
semuanya secara langsung ataupun tidak langsung 
bersumber pada Hak Bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 
dan Pasal 53 UUPA; 
                                                 
23 Nathaniel Lichfield dan Haim Darim-Drabkin, 1980, Land Policy in Planning, London: George 
Allen & Unwin Ltd, Hlm. 13, dalam Ibid. 
24 Ibid., Hlm. 24. 
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b. Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 
49 UUPA. 
c. Hak Jaminan atas Tanah yang disebut Hak Tanggungan 
dalam Pasal 25, 33, 39 dan 51 UUPA. 
Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah 
nasional merupakan sebagai suatu lembaga hukum dan hubungan hukum 
konkret. Sebagai lembaga hukum terjadi ketika jika belum dihubungkan 
dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang 
haknya. Hak penguasaan atas tanah juga merupakan suatu hubungan 
hukum konkret (biasanya disebut “hak”), jika telah dihubungkan dengan 
tanah tertentu sebagai objek dan orang atau badan hukum tertentu sebagai 
subjek atau pemegang haknya.25 
Didasarkan pada konsepsi bahwa semua tanah adalah tanah bangsa 
Indonesia sebagai karunia Tuhan YME, kemudian penguasaannya 
diamanahkan kepada negara untuk diatur dan digunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat.26 Adanya HMN yang dinyatakan dalam Pasal 2 
ayat (1) UUPA, maka negara berwenang untuk menentukan hak-hak atas 
tanah yang dapat dimiliki oleh dan/atau diberikan kepada subjek hukum, 
yang memenuhi persyaratan. Kewenangan tersebut kemudian diperjelas 
dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu: 
atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam 
Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi 
                                                 
25 Ibid., Hlm. 25. 
26 Sri Susyanti Nur, 2010, Urgensi Bank Tanah, Makassar: Pustaka Pena Press, Hlm. 1. 
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yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh 
orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-
orang lain serta badan-badan hukum.  
Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang 
berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi 
pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. 
“Sesuatu” yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan 
isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak pembeda di 
antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.27 
Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak 
yang disediakan oleh UUPA adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan. 
Diberikan dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan 
bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai 
permukaan bumi saja. Pasal 4 ayat (2) UUPA dinyatakan bahwa hak-hak 
atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan 
sebagian tertentu permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut tanah, 
tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang yang ada 
di atasnya.28  
Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 
UUPA, yang dikelompokan menjadi 3 bidang, yaitu:29 
1. Hak atas tanah yang bersifat tetap 
Yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih 
berlaku atau belum dicabut dengan UU yang baru. Macam-macam 
                                                 
27 Boedi Harsono, Op.Cit., Hlm 24. 
28 Ibid., Hlm. 18. 
29 Aminuddin Salle et.al, Op.Cit., Hlm. 107. 
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hak atas tanah ini adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha (selanjutnya 
disingkat HGU), Hak Guna Bangunan (selanjutnya disingkat HGB), 
Hak Pakai, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Membuka Tanah dan Hak 
Memungut Hasil Hutan. 
2. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang 
Yaitu hak tanah akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan 
UU. Hak atas tanah ini macamnya belum ada. 
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara   
Yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat 
akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, 
mengandung sifat feodal dan bertentangan dengan jiwa UUPA. 
Macam-macam hak atas tanah ini adalah Hak Gadai (Gadai Tanah), 
Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang dan 
Hak Sewa Tanah Pertanian. 
Hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 16 jo. Pasal 53 
UUPA tidak bersifat limitatif, artinya di samping hak-hak atas tanah yang 
disebutkan dalam UUPA, kelak dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru 
yang diatur secara khusus dengan UU. Dari segi asal tanahnya, hak atas 
tanah dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu:30 
1. Hak atas tanah yang bersifat primer 
Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam 
hak atas tanah ini adalah Hak Milik, HGU, HGB atas Tanah negara, 
Hak Pakai atas Tanah negara. 
2. Hak atas tanah yang bersifat sekunder 
Yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Macam-
macam hak atas tanah ini adalah HGB atas Tanah Hak Pengelolaan, 
HGB atas Tanah Hak Milik, Hak Pakai atas Tanah Hak Pengelolaan, 
Hak Pakai atas Tanah Hak Milik 
                                                 
30 Ibid., Hlm. 108. 
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Pasal 16 UUPA menetapkan hak-hak atas tanah yang bersifat tetap 
yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak 
Sewa, Hak Membuka Lahan, Hak Memungut Hasil Hutan, serta hak-hak 
lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan 
ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara 
sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. 
Pasal 20 UUPA mengartikan Hak Milik sebagai hak turun-temurun, 
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan 
mengingat fungsi sosial. Terkuat, artinya Hak Milik atas tanah lebih kuat bila 
dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas 
waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain dan tidak 
mudah hapus. Terpenuh, artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang 
kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah 
yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk 
pada hak atas tanah yang lain dan penggunaan tanahnya lebih luas bila 
dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.31 Subjek dari Hak Milik 
adalah WNI dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah.32 
Pada asasnya, pemilik tanah berkewajiban menggunakan atau 
mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif. Biarpun demikian, UUPA 
mengatur bahwa Hak Milik atas tanah dapat digunakan atau diusahakan 
                                                 
31 Urip Santoso (selanjutnya disingkat Urip Santoso I), 2009, Hukum Agraria & Hak-Hak Atas 
Tanah, Jakarta: Kencana, Hlm. 91. 
32 Lihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan 
Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. 
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oleh bukan pemiliknya. Hal ini dimuat dalam Pasal 24 UUPA, yaitu 
penggunaan tanah Hak Milik oleh bukan pemilikya. Beberapa bentuk 
penggunaan atau pengusahaan tanah Hak Milik oleh bukan pemiliknya, 
yaitu: (1) Hak Milik atas tanah dibebani dengan HGB; (2) Hak Milik atas 
tanah dibebani dengan Hak Pakai; (3) Hak Sewa untuk Bangunan; (4) Hak 
Gadai; (5) Hak Usaha Bagi Hasil; (6) Hak Menumpang; dan (7) Hak Sewa 
Tanah Pertanian.33 
Peralihan Hak Milik atas tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA, 
yaitu Hak Milik dapat beralih dan dapat dialihkan kepada pihak lain. Dua 
bentuk peralihan Hak Milik atas tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:34 
1. Beralih 
Berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain 
dikarenakan suatu peristiwa hukum. Dengan meninggalnya pemilik 
tanah, maka Hak Milik secara hukum berpindah kepada ahli warisnya 
sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik. 
2. Dialihkan 
Berpindahnya Hak Milik atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain 
dikarenakan adanya suatu perbuatan hukum. Contoh perbuatan 
hukum yaitu jual beli, tukar menukar, hibah dan lelang. 
Peralihan Hak Milik atas tanah baik secara langsung maupun tidak 
langsung kepada orang asing, kepada seseorang yang mempunyai dua 
                                                 
33 Urip Santoso I, Op.Cit., Hlm. 97. 
34 Ibid., Hlm. 91 – 92. 
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kewarganegaraan atau kepada badan hukum yang tidak ditunjuk oleh 
Pemerintah adalah batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, 
artinya tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasi oleh negara.35 
Pasal 28 UUPA mengartikan HGU sebagai hak untuk mengusahakan 
tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu 
sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, 
perikanan atau peternakan. Hak ini terjadi karena adanya penetapan 
Pemerintah36 kepada WNI ataupun badan hukum yang didirikan menurut 
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia37.  
Pasal 35 UUPA mendefiniskan HGB sebagai hak untuk mendirikan 
dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya 
sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Subjek HGB sama 
seperti HGU namun di atur dalam Pasal 36 UUPA. Hak Guna Bangunan 
terjadi kerena; (1) mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara; 
karena penetapan Pemerintah; (2) mengenai tanah milik: karena perjanjian 
yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan 
pihak yang akan memperoleh HGB itu, yang bermaksud menimbulkan hak 
tersebut.38 
                                                 
35 Ibid. 
36 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria. 
37 Ibid., Pasal 30 Jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. 
38 Ibid., Pasal 37. 
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Sementara itu, Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau 
memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah 
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan 
dalam keputusan pemberiannya oleh penjabat yang berwenang 
memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang 
bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala 
sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan 
UUPA.39 Pasal 41 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa asal tanah Hak 
Pakai adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik 
orang lain, sedangkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas 
Tanah (selanjutnya disingkat PP No. 40/1996) lebih tegas menyebutkan 
bahwa tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah Tanah 
negara, Tanah Hak Pengelolaan atau tanah Hak Milik.40 
Pasal 42 UUPA yang menentukan bahwa yang dapat mempunyai Hak 
Pakai adalah: (1) WNI; (2) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; 
(3) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia; (4) Badan hukum asing yang mempunyai 
perwakilan di Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian dirincikan dalam 
Pasal 39 PP No. 40/1996, yaitu: (1) WNI; (2) Badan hukum yang didirikan 
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; (3) 
                                                 
39 Ibid., Pasal 41. 
40 Urip Santoso I, Op.Cit., Hlm 116. 
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Departemen, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dan Pemerintah 
Daerah; (4) Badan-badan keagamaan dan sosial; (5) Orang asing yang 
berkedudukan di Indonesia; (6) Badan hukum asing yang mempunyai 
perwakilan di Indonesia; dan (7) Perwakilan negara asing dan perwakilan 
badan internasional. 
Biarpun memiliki hak atas tanah, Pasal 6 UUPA menentukan bahwa 
semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Lebih jauh, fungsi sosial 
ini terlebih dahulu dimuat secara implisit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 
Ayat tersebut harus ditafsirkan bahwa fungsi sosial dari Hak Milik primer 
dapat diartikan sebagai Hak Milik yang tidak boleh dibiarkan merugikan 
kepentingan umum.41 
Fungsi sosial mewajibkan para pemegang hak untuk mempergunakan 
tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaannya, yakni keadaan 
tanahnya serta sifat dan tujuan pemberian haknya. Apabila kewajiban 
tersebut diabaikan akan mengakibatkan hapusnya atau batalnya hak yang 
bersangkutan.42 Memang secara akal, fungsi sosial tanah mengafirmasi 
pandangan yang melihat semua hak atas tanah secara langsung atau tidak 
langsung bersumber pada Hak Bangsa sebagai milik bersama dari bangsa 
Indonesia.43 
  
                                                 
41 A. P. Parlindungan, 1991, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung: Mandar 
Maju, Hlm. 65, dalam Bernhard Limbong, Op.Cit., Hlm. 50. 
42 Ibid., Hlm. 49. 
43 Ibid., Hlm. 52. 
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B. Hak Bangsa 
Hak Bangsa merupakan hak penguasaan atas tanah yang paling 
tinggi yang ditentukan oleh UUPA. KBBI44 mengartikan bangsa sebagai; 
(1) kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, 
bahasa dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri; (2) golongan 
manusia, binatang atau yang mempunyai asal-usul dan sifat khas 
yang sama; (3) macam, jenis; (4) kedudukan (keturunan) mulia (luhur); 
(5) jenis kelamin; (6) kumpulan manusia yang biasanya terikat karena 
kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan menempati 
wilayah tertentu di muka bumi; (7) satuan taksonomi (takson) yang 
berada di antara suku dan kelas, serta merupakan tempat mewadahi 
kumpulan suku yang berkerabat erat satu sama lain. 
Sedangkan dalam literatur bahasa Inggris, bangsa di artikan menjadi 
nation. Black’s Law Dictionary45 mengartikan bangsa sebagai:  
(1) A large group of people having a common origin, language and 
tradition and usu. Constituting a political entire; (2) A community of 
people inhabiting a defined territory and organized under, an 
independent government, a sovereign political state. 
Definisi tersebut dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai (1) 
Sekelompok besar orang yang memiliki asal usul yang sama, bahasa dan 
tradisi dan sebagainya. Merupakan suatu keseluruhan politik; (2) Sebuah 
komunitas orang yang mendiami suatu wilayah dan diatur di bawah, 
pemerintahan independen, keadaan politik yang berdaulat. 
Dalam Pasal 1 yang kemudian dipertegas dalam penjelasan 
umumnya, UUPA secara gamblang mengungkapkan adanya hubungan 
abadi antara bangsa Indonesia dengan seluruh sumber daya alam yang 
                                                 
44 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., Hlm. 133. 
45 Bryan A. Garner, Op.Cit., Hlm. 1050. 
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dimiliki oleh Indonesia, termasuk tanah.  Pertalian hukum tersebut tidak ada 
sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan 
hubungan tersebut.46 Hak ini menjadi hak penguasaan atas tanah yang 
tertinggi dan meliputi semua tanah yang ada dalam wilayah negara, yang 
merupakan tanah bersama, sifat abadi dan menjadi induk bagi hak-hak 
penguasaan yang lain atas tanah.47  Jadi meskipun Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI) bubar, Hak Bangsa 
tersebut tetap diakui sebagai miliki dari bangsa yang berada di wilayah 
tanah tersebut berada. 
Hak Bangsa sebagai hak penguasaan atas tanah yang paling tinggi 
memiliki unsur keperdataan dan publik. Pasal 1 ayat (2) terdapat frasa 
“kekayaan nasional” menunjukkan adanya unsur keperdataan, yaitu 
hubungan “kepunyaan” antara bangsa Indonesia dan tanah bersama 
tersebut. Hak Bangsa juga mengandung Asas Nasionalitas yang 
menekankan bahwa bumi, air dan kekayaan alam dalam wilayah Republik 
Indonesia menjadi pula Hak Bangsa Indonesia secara keseluruhan. Artinya, 
hak tersebut tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya. Asas 
Nasionalitas tampak pula dalam Pasal 9 ayat (1) Jo. Pasal 26 ayat (2) 
UUPA. Dalam kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa hanya bangsa 
Indonesia yang dapat memiliki hak atas tanah dan Hak Milik tidak dapat 
                                                 
46 Pasal 1 ayat (3) jo. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Pertaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
47 Aminuddin Salle et.al, 2010, Hukum Agraria, Makassar: A.S. Publishing, Hlm. 96. 
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dimiliki oleh orang asing.48 Ketentuan serupa juga dapat ditemukan dalam 
Pasal 21 ayat (3) UUPA yang menentukan bahwa; 
Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini 
memperoleh Hak Milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau 
pencampuran harta harta karena perkawinan, demikian pula 
warganegara Indonesia yang mempunyai hak dan setelah berlakunya 
undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib 
melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak 
diperolehnya hak tersebut atau hilanguya kewarganegaraan itu. Jika 
sesudah jangka waktu tersebut lampau Hak Milik itu tidak dilepaskan, 
maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada 
Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang 
membebaninya tetap berlangsung. 
Perlu diperhatikan bahwa hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, 
air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang berada di Indonesia bukan 
merupakan hubungan kepemilikan, melainkan “kepunyaan”. Hubungan 
tersebut sejenis dengan Hak Ulayat dalam sistem Hukum Adat yang 
diangkat ketingkat lebih tinggi, yaitu negara. Hubungan “kepunyaan” 
tersebut memberi kewenangan untuk menguasai sebagai “tuan” untuk 
mengatur. Dalam hubungan tersebut itu diakui adanya Hak Milik. Hanya 
saja Hak Milik tersebut tunduk dalam kekuasaan si “tuan”.49 
Dalam pandangan Hukum Adat, ada suatu pandangan tentang 
adanya hubungan yang erat sekali antara warga masyarakat dengan tanah 
di mana ia bertempat tinggal sebagai suatu hubungan hukum dan sebagai 
suatu hubungan religius, sama layaknya dengan Hak Bangsa. Segala tanah 
yang ada dalam wilayah masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan ada 
                                                 
48 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2008. Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana, Hlm. 83. 
49 Efendi Parangin, 1994, 401 Pertanyaan dan Jawaban tentang Hukum Agraria, Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, Hlm. 194. 
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dalam kekuasaan dari masyarakat itu sendiri. Adanya penguasaan yang 
demikian ini bukan berarti hanya masyarakat Hukum Adat tersebut memiliki 
tanah tersebut, karena pemilik yang sebenarnya dari tanah yang dimaksud 
adalah kekuatan yang bersifat supranatural, sehingga dengan demikian 
seluruh anggota masyarakat mengakui akan adanya kewenangan dari 
masyarakat atasan.50 
Hak Bangsa juga memiliki kaitan erat dengan Asas Nasionalitas. Asas 
tersebut mengandung makna bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah 
karunia Tuhan Yang Maha Esa (selanjutnya disingkat YME), kesatuan 
tanah air dari bangsa Indonesia, kemerdekaannya diperjuangkan oleh 
bangsa Indonesia, sehingga menjadi hak dari bangsa Indonesia. Hak yang 
dimaksud sifatnya abadi, yang artinya selama bangsa Indonesia masih ada 
tidak ada hal apapun yang dapat memutuskan hubungan bangsa Indonesia 
dengan tanah airnya. Sehingga dengan prinsip ini ditentukan bahwa hanya 
WNI yang dapat mempunyai hak atas tanah atas dasar Hak Milik tanpa 
membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, sementara bagi 
orang asing dilarang.51 
Larangan orang asing memiliki tanah di Indonesia juga dimaksudkan 
untuk kepentingan politik, pertanahan dan keamanan nasional serta untuk 
memelihara Wawasan Nusantara Indonesia sebagai suatu wilayah negara 
                                                 
50 Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, Reforma Agraria di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 
74. 
51 Yance Arizona, 2014, Konstitusionalisme Agraria, Yogyakarta: STPN Press, Hlm. 73. 
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yang tidak boleh dipecah belah.52 Ketentuan semacam ini juga dikenal 
dalam hukum pertanahan di berbagai negara. Hukum internasional yang 
berlaku sekarang ini tidak mengenal asas bahwa orang asing sewajarnya 
diperbolehkan untuk memperoleh tanah.53 Asas Nasionalitas bukanlah 
suatu tindakan diskriminatif karena dalam hal apapun bangsa Indonesia 
harus menjadi tuan rumah di rumah sendiri dan tidak perlu mengorbankan 
kepentingan nasional demi menyenangkan orang lain atau untuk membujuk 
penanaman modal asing.54 
C. Perumahan 
Kebutuhan manusia akan tempat tinggal merupakan kebutuhan 
primer yang dipandang juga sebagai Hak Asasi Manusia (selanjutnya 
disingkat HAM) oleh UUD NRI 1945. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28H 
ayat (1) yang menegaskan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan 
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan 
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Perumahan tidak 
hanya semata-mata menjadi sarana pemenuhan kebutuhan dasar 
manusia, tetapi lebih dari itu dapat menjadi tempat dalam pembentukan 
watak dan kepribadian bagi manusia dan peningkatan kehidupan dan 
penghidupan manusia55. 
                                                 
52 Bachsan Mustafa, 1985, Hukum Agraria dalam Perspektif, Bandung: Remadja Karya, Hlm. 35. 
53 Sudargo Gautama I, Op.Cit., Hlm. 62. 
54 A.P. Parlindungan, 1991, Landreform di Indonesia Suatu Studi Perbandingan, Bandung: 
Mandar Maju, Hlm. 57. 
55 Urip Santoso (selanjutnya disingkat Urip Santoso II), 2014, Hukum Perumahan, Jakarta: 
Kencana, Hlm. 2. 
28 
 
Rumah dalam KBBI56 didefinisikan sebagai (1) Bangunan untuk 
tempat tinggal; (2) Bangunan pada umumnya (seperti gedung dan 
sebagainya). Sedangkan perumahan57 diartikan sebagai (1) Kumpulan 
beberapa buah rumah; rumah-rumah tempat tinggal; (2) Perihal memberi 
atau menyediakan rumah; (3) Tanah kosong (untuk mendirikan rumah); (4) 
Kayu tempat mata ketam (serut); (5) Pendirian.  
Dalam nomenklatur berbahasa Inggris, istilah rumah tempat tinggal 
sama dengan house. Black’s Law Dictionary58 mengartikannya sebagai a 
home, dwelling or residence. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 
menjadi sebuah rumah, tempat tinggal atau kediaman. Selain house, rumah 
juga sering diartikan sebagai home59, yaitu a house that was purchased 
during marriage and that the family has resided in, especialy before divorce. 
Definisi tersebut diterjemahkan menjadi sebuah rumah yang dibeli selama 
perkawinan dan keluarga telah tinggal, khususnya sebelum perceraian. 
Istilah rumah erat kaitannya dengan residen yang dalam nomenklatur 
berbahasa Inggris diartikan sebagai residence. Black’s Law Dictionary60 
mendefinisikan residence sebagai, (1) The act of fact of living in a given 
place for some time; (2) The place where one actually lives, as distinguished 
from a domicile; (3) A house or other fixed abode; a dwelling; (4) The place 
where a corporation or other enterprise does business or is registered to do 
                                                 
56 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., Hlm. 1188. 
57 Ibid., Hlm. 1189. 
58 Bryan A. Garner, Op.Cit., Hlm. 756. 
59 Ibid., Hlm. 750. 
60 Ibid., Hlm. 1335 
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business. Definisi tersebut diartikan bahwa, (1) Tindakan fakta hidup di 
tempat tertentu untuk beberapa waktu; (2) Tempat di mana yang benar-
benar hidup, yang dibedakan dari domisili sebuah; (3) Sebuah rumah atau 
tempat tinggal tetap lainnya; sebuah hunian; (4) Tempat di mana sebuah 
perusahaan atau perusahaan lainnya melakukan bisnis atau terdaftar untuk 
melakukan bisnis. Lebih lanjut, Black’s Law Dictionary61 membedakan 
pengertian residence dengan domicile atau domisili. 
Residence usually just means bodily presence as an inhabitant in a 
given place. Domicile usually requires bodily presence plus an 
intention to make the place one's home. A person thus may have more 
than one residence at a time but only one domicile. 
Definisi tersebut diterjemahkan menjadi residence biasanya hanya 
berarti kehadiran tubuh sebagai penduduk di tempat tertentu. Domicile 
biasanya membutuhkan kehadiran fisik ditambah niat untuk membuat 
rumah tempat seseorang. Seseorang dengan demikian dapat memiliki lebih 
dari satu residence pada satu waktu, tetapi hanya satu domicile. 
Regulasi yang mengatur tentang perumahan saat ini adalah Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (selanjutnya disingkat UUPKP). UUPKP memberikan definisi 
yuridis tentang rumah, yaitu bangunan gedung yang berfungsi sebagai 
tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan 
harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Sedangkan 
perumahan perumahan diartikan kumpulan rumah sebagai bagian dari 
                                                 
61 Ibid. 
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permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan 
prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan 
rumah yang layak huni. 
Pengertian perumahan sering dikaitkan dengan pengertian real 
estate. Real estate diartikan sebagai kegiatan pembangunan yang 
berkaitan dengan perumahan. Ditinjau dari etimologi, kata real estate 
berasal dari bahasa Inggris. Namun kata real estate sudah diserap dalam 
bahasa Indonesia menjadi real estat. Berdasarkan Kamus Inggris 
Indonesia, real estate/real property diartikan barang/milik tetap, barang 
tidak bergerak. Dari pengertian real estate/property ini menunjukkan bahwa 
real estate berkaitan dengan barang tidak bergerak yaitu tanah. Istilah real 
estate bukanlah dua kata yaitu real dan estate yang masing-masing 
bermakan, tetapi real estate merupakan satu kata yang mempunyai 
kesatuan tertentu. Real estate dalam Kamus Inggris Indonesia 
disinonimkan dengan real property.62 
Seperti peraturan perundang-undangan lainnya, UUPKP memuat 
norma hukum, kaidah hukum atau aturan hukum. Dalam norma hukum, 
kaidan hukum atau aturan hukum terkandung asas hukum yang menjadi 
nilai-nilai terbentuknya norma hukum, kaidah hukum, atau aturan hukum. 
Dengan demikian, dalam UUPKP terkadung asas hukum.63 Pasal 2 UUPKP 
                                                 
62 Urip Santoso II, Op.Cit., Hlm. 25. 
63 Ibid., Hlm. 10. 
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menetapkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman 
diselenggarakan dengan berasaskan: 
(1) Kesejahteraan; 
(2) Keadilan dan pemerataan; 
(3) Kenasionalan; 
(4) Keefisienan dan kemanfaatan; 
(5) Keterjangkauan dan kemudahan; 
(6) Kemandirian dan kebersamaan; 
(7) Kemitraan; 
(8) Keserasian dan keseimbangan; 
(9) Keterpaduan; 
(10) Kesehatan; 
(11) Kelestarian dan keberlanjutan; 
(12) Keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan. 
Rumah dibedakan menurut jenis dan bentuknya. Pasal 21 ayat (1) 
UUPKP membagi jenis rumah berdasarkan pelaku pembangunan dan 
penghunian, meliputi: 
(1) Rumah komersial, rumah yang diselenggarakan dengan tujuan 
mendapatkan keuntungan; 
(2) Rumah umum, rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi 
kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; 
(3) Rumah swadaya, rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya 
masyarakat; 
(4) Rumah khusus, rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi 
kebutuhan khusus; 
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(5) Rumah negara, rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai 
tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta 
penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri. 
Sementara itu, Pasal 22 UUPKP membagi bentuk rumah berdasarkan 
hubungan atau keterikatan antar-bangunan, yang meliputi: (1) Rumah 
tunggal, rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding 
bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling; (2) Rumah deret, 
beberapa rumah yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan 
sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah lain, tetapi masing-masing 
mempunyai kaveling sendiri; (3) Rumah susun, bangunan gedung 
bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam 
bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah 
horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-
masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk 
tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, 
dan tanah bersama. Pasal 22 ayat (3) UUPKP menentukan luas lantai 
rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh 
enam) meter persegi. Namun pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi 
(selanjutnya disingkat MK) membatalkan ketentuan luas minimal tersebut 
dengan konsep keterjangkauan.64 
                                                 
64 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Mahkamah Konstitusi 
I) Nomor 14/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Perumahan. 
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Mengenai pemilikan bangunan yang ada di atas tanah yang dihaki, 
hukum tanah nasional menggunakan asas Hukum Adat, yaitu Asas 
Pemisahan Horizontal atau Horizontale Scheiding. Asas ini melihat 
bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah. Maka hak 
atas tanah tidak dengan sedirinya meliputi pemilikan bangunan dan 
tanaman yang ada di atasnya.65 Tetapi biarpun demikian, dalam praktik 
dimungkinkan suatu perbuatan hukum mengenai tanah meliputi juga 
bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, asal:66 
1. Bangunan dan tanaman tersebut secara fisik merupakan satu 
kesatuan dengan tanah yang bersangkutan, artinya bangunan yang 
berpondasi dan tanaman merupakan tanaman keras; 
2. Bangunan dan tanaman tersebut milik yang empunya tanah; dan 
3. Maksud demikian secara tegas disebutkan dalam akta yang 
membuktikan dilakukannya perbuatan hukum yang bersangkutan. 
Selain Asas Pemisahan Horizontal, terdapat pula Asas Perlekatan 
atau Accessie Beginsel. Asas ini menentukan bahwa tanah dan benda-
benda yang di atasnya merupakan satu kesatuan, pemilikan atas tanah 
meliputi pula benda-benda yang ada di atasnya, dan perbuatan hukum 
mengenai tanah meliputi pula benda-benda yang ada di atasnya.67 
                                                 
65 Boedi Harsono, Op.Cit., Hlm. 20. 
66 Ibid., Hlm. 263. 
67 Urip Santoso II, Op.Cit., Hlm. 252. 
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Implementasi Asas Pemisahan Horizontal tersebut daat dilihat dalam 
Pasal 44 ayat (1) UUPA, yaitu; 
Seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, 
apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk 
keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah 
uang sebagai sewa. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Eman Ramelan menyatakan bahwa 
kondisi ini akan menyebabkan kepemilikan bangunan dan tanahnya dalam 
subjek yang berbeda. Kepemilikan atas tanah tidak dengan sendirinya 
meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Dengan demikian, 
perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi pula 
bangunan dan tanaman yang ada di atasnya.68 
Hak atas tanah dapat berubah dari suatu hak atas tanah tertentu 
menjadi hak atas tanah yang lain. Berdasarkan Pasal 1 huruf b Keputusan 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 
Tahun 1997 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Sangat 
Sederha, yang dimaksud dengan perubahan hak adalah penetapan 
Pemerintah mengenai penegasan bahwa sebidang tanah yang semula 
dipunyai dengan HGB, atas permohonan pemegang haknya menjadi tanah 
negara dan sekaligus memberikan tanah tersebut kepadanya dengan Hak 
Milik. Ada dua bentuk perubahan hak atas tanah, yaitu:69 
a. Peningkatan hak atas tanah 
                                                 
68 Eman Ramelan, 2008, Asas Pemisahan Horizontal dalam Hukum Tanah Nasional, dalam Ibid., 
Hlm. 253. 
69 Ibid., Hlm. 384. 
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Peningkatan hak atas tanah adalah perubahan hak atas tanah dari 
hak atas tanah yang kuat menjadi hak atas tanah yang paling kuat. 
Perubahan hak atas tanah ini adalah perubahan dari HGB atas tanah 
negara, HGB atas tanah Hak Pengelolaan, menjadi Hak Milik. HGB 
yang dapat diubah menjadi Hak Milik adalah HGB untuk keperluan 
perumahan atau tempat tinggal. 
b. Penurunan hak atas tanah 
Penurunan hak atas tanah adalah perubahan hak atas tanah dari hak 
atas tanah yang paling kuat menjadi hak atas tanah yang kuat. 
Perubahan hak atas tanah ini adalah perubahan dari Hak Milik atas 
tanah menjadi HGB. 
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional No. 9 Tahun 1997 tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan 
adanya Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk 
Rumah Tinggal yang memuat ketentuan tentang peningkatan hak atas 
tanah, yaitu HGB atau Hak Pakai atas tanah untuk rumah tinggal 
kepunyaan perseorangan yang dihapus atau yang sudah habis jangka 
waktunya dan masih dipunyai oleh bekas pemegang hak tersebut atas 
permohonan yang bersangkutan diberikan Hak Milik.70 Sedangkan Hak 
pemilikan atas Satuan Rumah Susun (selanjutnya disingkat Sarusun) 
                                                 
70 Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 
Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal. 
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terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang 
Rumah Susun (selanjutnya disingkat UURS). Hak kepemilikan atas sarusun 
merupakan Hak Milik atas Sarusun (selanjutnya disingkat HMSRS) yang 
bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian 
bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 
Rumah yang dapat beralih dan dialihkan oleh pemiliknya kepada pihak 
lain berdiri di atas tanah yang dilekati Hak Milik, HGB atas tanah negara, 
HGB atas tanah Hak Pengelolaan dan Hak Pakai atas tanah negara. 
Sedangkan hak atas tanah yang lahir dari bangunan rumah yang didirikan 
di atas tanah Hak pihak lain, yaitu:71 
a. Hak atas tanah yang lahir dari bangunan rumah yang didirikan di atas 
tanah Hak Pengelolaan, yaitu HGB atas tanah Hak Pengelolaan atau 
Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan. 
b. Hak atas tanah yang lahir dari bangunan rumah yang didirikan di atas 
tanah Hak Milik, yaitu HGB atas tanah Hak Milik, Hak Pakai atas tanah 
Hak Milik, dan Hak Sewa untuk pembangunan. 
Rumah berfungsi sebagai aset bagi pemiliknya. Oleh karena rumah 
sebagai aset bagi pemiliknya, maka rumah tersebut mempunyai nilai 
ekonomi, yaitu mempunyai harga yang dapat dinilai dengan uang. Kalau 
rumah mempunyai nilai ekonomi bagi pemilinya, maka rumah tersebut 
dapat menjadi objek peralihan hak. Rumah yang dapat menjadi objek 
                                                 
71 Urip Santoso II, Op.Cit., Hlm. 250. 
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peralihan hak, adalah rumah yang sifat penguasaannya dimiliki. Oleh 
karena rumah mempunyai nilai ekonomi, maka rumah dapat 
diperjualbelikan, dihibahkan, dipertukarkan, modal perusahaan, dilelang 
atau menjadi jaminan utang.72 
Hak Milik atas rumah dapat menjadi objek peralihan hak. Terdapat dua 
bentuk peralihan Hak Milik atas rumah yaitu beralih dan dialihkan. Beralih 
artinya dapat berpindahnya Hak Milik atas rumah dari pemilik rumah kepada 
pihak lain karena suatu peristiwa hukum. Contoh peristiwa hukum adalah 
meninggal dunianya pemilik rumah. Meninggal dunianya pemilik rumah, 
maka Hak Milik atas rumah secara yuridis berpindah kepada ahli warisnya. 
Berpindahnya Hak Milik atas rumah melalui proses pewarisan. Sementara 
dialihkan berarti berpindahnya Hak Milik atas rumah dari pemilik rumah 
kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah 
suatau perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Dengan sutau 
perbuatan hukum, Hak Milik atas rumah berpindah dari pemiliknya kepada 
pihak lain. Perbuatan hukum tersebut antara lain jual-beli, tukar-menukar, 
hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (inbreng), lelang.73 
Bentuk rumah yang dapat beralih dan dialihkan oleh pemiliknya 
kepada pihak lain, yaitu rumah tunggal, rumah deret dan rumah susun. 
Jenis rumah yang dapat beralih dan dialihkan yaitu, rumah komersial, 
                                                 
72 Ibid., Hlm. 254. 
73 Ibid., 
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rumah swadaya dan rumah umum, sedangkan rumah negara dan rumah 
khusus tidak dapat beralih dan dialihkan oleh pemiliknya kepada pihak lain. 
Peralihan Hak Milik atas rumah dalam bentuk beralih dapat dilakukan 
apabila rumah tersebut dimiliki WNI, atau orang asing yang berkedudukan 
di Indonesia. Peralihan Hak Milik atas rumah dalam bentuk dialihkan dapat 
dilakukan apabila rumah tersebut dimiliki oleh WNI, orang asing yang 
berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum 
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.74 
Peralihan Hak Milik atas tanah kepada orang asing yang dilakukan 
dengan sengaja, seperti menjual, menghibahkan, menukarkan dan 
mewariskan dengan surat wasiat sudah jelas dilarang oleh Pasal 21 ayat 
(1) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Tetapi peralihan Hak Milik kepada orang 
asing yang secara tidak sengaja, misalnya: (1) karena pewarisan tanpa 
surat wasiat; (2) karena percampuran harta akibat perkawinan; dan (3) 
karena kehilangan kewarganegaraan Indonesia, tidak bertentangan 
dengan UU, tetapi orang asing ini dalam jangka waktu satu tahun setelah 
diperolehnya Hak Milik itu atau hilangnya kewaganegaraan itu, Hak Miliknya 
itu harus dilepaskan. Apabila tidak dilepaskan setelah jangka waktu itu 
lewat, maka Hak Milik itu hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada 
negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya 
                                                 
74 Ibid., Hlm. 255. 
39 
 
tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh si 
pemilik tidak dapat dituntut kembali.75 
Pemerintah memberikan banyak pilihan dalam mendirikan bangunan 
di atas tanah yang dihaki serta masa penguasaannya. Hal tersebut dapat 
dilihat dalam tabel berikut: 
Tabel 1: Jangka Waktu Penguasaan Bangunan yang Didirikan di atas 
Tanah yang dihaki 
No. Didirikan di atas Tanah 
Jangka Waktu (Tahun) 
Pertama Perpanjangan Pembaruan 
1 Hak Milik Tidak dibatasi 
2 Hak Guna Bangunan atas 
tanah negara 
30 20 30 
3 Hak Guna Bangunan atas 
tanah Hak Pengelolaan 
30 20 30 
4 Hak Pakai atas tanah 
negara 
25 20 25 
5 Hak Pakai atas tanah Hak 
Pengelolaan 
25 20 25 
6 Hak Guna Bangunan atas 
tanah Hak Milik orang lain 
30 
Tidak dapat 
diperpanjang 
Kesepakatan 
dengan Pemilik 
7 Hak Pakai atas tanah Hak 
Milik orang lain 
25 
Tidak dapat 
diperpanjang 
Kesepakatan 
dengan Pemilik 
8 
Hak Sewa untuk Bangunan 
Jangka waktu tertentu berdasarkan 
kesepakatan dengan Pemilik 
Sumber: Bahan hukum primer, diolah tahun 2016 
Selain pemilikan rumah oleh WNI, Pemerintah juga memberikan 
kesempatan kepada orang asing untuk memiliki hak serupa. Sebagai 
konsekuensi dari asas pemisahan horizontal, yakni pemilikan bangunan 
yang terpisah dari penguasaan tanahnya, anak terhadap Warga Negara 
                                                 
75 Bachsan Mustafa, Op.Cit., Hlm. 35. 
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Asing (selanjutnya disingkat WNA) dapar diberikan Hak Pakai76. PP 
Huniang Orang Asing 1996 merupakan produk hukum Indonesia pertama 
yang mengatur secara khusus tentang pemilikan rumah tempat tinggal oleh 
orang asing. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diubah menjadi PP 
Hunian Orang Asing. Alasan pengubahan tersebut dikarenakan untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 42 UUPA, dan untuk lebih memberikan 
kepastian hukum pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang 
asing yang berkedudukan di Indonesia.77 
Pemilikan rumah dengan cara perolehan hak atas tanah untuk orang 
asing dapat dilakukan dengan membeli atau membangun rumah di atas 
tanah Hak Pakai atas Tanah negara atau tanah Hak Pengelolaan atau 
tanah Hak Pakai di atas Hak Milik; membeli satuan rumah susun yang 
dibangun di atas Hak Pakai atas tanah negara; membeli atau membangun 
rumah di atas Hak Pakai atau Hak Sewa untuk bangunan atas dasar 
perjanjian tertulis dengan pemilik tanah yang bersangkutan.78 
Dalam pengaturannya, PP Hunian Orang Asing memiliki muatan 
pokok yaitu; (1) WNI yang melaksanakan perkawinan dengan orang asing 
dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya;79 (2) Orang 
                                                 
76 Maria S.W. Sumardjono selanjutnya disebut Maria S.W. Sumardjono II), 2009, Kebijakan 
Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas: Jakarta. Hlm. 157. 
77 Konsiderans Menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan 
Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia 
78 Maria S.W. Sumardjono (selanjutnya disebut Maria S.W. Sumardjono III), 2008, Alternatif 
Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan 
Hukum Asing, Kompas: Jakarta, Hlm. 11. 
79 Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat 
Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia 
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asing dapat memiliki rumah dengan status Hak Pakai yang dapat 
diwariskan;80 (3) Rumah tersebut berada di atas tanah Hak Pakai atau Hak 
Pakai di atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian dengan akta 
Pejabat Pembuat Akta Tanah, sedangkan Sarusun berada di atas tanah 
Hak Pakai;81 (4) Orang asing diberikan Hak Pakai untuk rumah tunggal 
pembelian baru dan HMSRS di atas Hak Pakai untuk Sarusun pembelian 
unit baru;82 serta (6) Jangka waktu pemilikan adalah 30 tahun yang dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun serta dapat diperbarui untuk 
jangka waktu 30 tahun;83 Biarpun demikian, PP Hunian Orang Asing belum 
menentukan instansi yang berwenang mengurusi pemilikan tanah ataupun 
bangunan oleh orang asing. 
Jika dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara dalam 
pemberian jangka waktu pemilikan hunian oleh orang asing, Indonesia 
masih lebih rendah dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang 
memberikan waktu 99 tahun. Namun lebih lama jika dibandingkan dengan 
Kamboja, Myanmar dan Filipina yang masing-masing memberikan waktu 
selama 50 tahun. Sedangkan Laos dan Brunei Darussalam hanya 
memberikan waktu selama 30 tahun.84 
                                                 
80 Ibid., Pasal 2. 
81 Ibid., Pasal 4. 
82 Ibid., Pasal 5. 
83 Ibid., Pasal 6. 
84 Somluck Srimalee, 2015, ASEAN Foreign Investment Boots as Countries Increase Leasehold 
Periods, diakses dari http://www.nationmultimedia.com/business/Asean-foreign-investment-boost-
as-countries-increa-30261116.html, diakses pada 3 Maret 2016. 
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Penyebab hapusnya pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh 
orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan tidak lagi memberian 
manfaat bagi pembangunan nasional serta tidak lagi memiliki dan 
memelihara kepentingan ekonomi di Indonesia. Kewajiban orang asing 
yang kehilangan Hak Milik atas rumah tempat tinggal atau huniannya 
adalah dalam waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak 
atas rumah dan tanahnya kepada orang lain yang memenuhi syarat. 
Apabila kewajiban itu tidak dipenuhi oleh orang asing yang tidak lagi 
berkedudukan di Indonesia, maka rumah yang berdiri di atas tanah Hak 
Pakai atas tanah negara dikuasai oleh negara untuk dilelang. Hasil 
pelelangan tersebut akan diberikan kepada orang asing yang bersangkutan 
setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya-biaya lain yang telah 
dikeluarkan. Apabila rumah tersebut berada di atas tanah milik orang lain, 
maka rumah tersebut menjadi milik dari pemilik tanah yang bersangkutan.85 
D. Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia 
Pengakuan terhadap orang asing di Nusantara telah dilakukan sejak 
zaman penjajahan oleh Belanda dengan dasar Pasal 131 Indische 
Staatsregeling (selanjutnya disingkat IS) yang melakukan penggolongan 
rakyat atau bevolkingsgroepoen dihadapan hukum yang terdiri dari 
Golongan Eropa atau yang dipersamakan, Golongan Timur Asing atau yang 
dipersamakan dan Golongan Bumi Putera/Inlanders.86 Sedangkan 
                                                 
85 Urip Santoso II, Op.Cit., Hlm. 369. 
86 H. Muchsin et.all, 2010, Hukum Agraria Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Bandung: Refika 
Aditama, Hlm. 18. 
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pengakuan terhadap orang asing sebagai penduduk pasca Indonesia 
merdeka di mulai dengan diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 
9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing yang menyatakan 
bahwa orang asing menjadi penduduk negara Indonesia, jikalau dan 
selama ia menetap di Indonesia.87 Pengakuan terhadap orang asing 
kemudian diperkuat dalam pasal 26 ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu 
Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat 
tinggal di Indonesia.  
Orang asing dalam KBBI88 sebagai (1) orang lain; orang dari negara 
lain; (2) orang yang tidak dikenal. Menurut Black’s Law Dictionary89, orang 
asing atau foreigner dalam literatur Barat diartikan (1) A person not an 
inhabitant of a particular city under discussion; (2) A citizen of another 
country. Definisi tersebut diterjemahkan menjadi (1) Orang yang bukan 
penduduk dari kota tertentu; (2) Seorang warga negara lain. 
Gatot Supramono mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan 
WNI dan sedang berada di Indonesia. Pengertian orang asing termasuk 
pula badan hukum asing, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan 
hukum asing. Sehubungan dengan pengertian tersebut, Pasal 7 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 
                                                 
87 Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing. 
88 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., Hlm. 986. 
89 Bryan A. Garner, Op.Cit., 675. 
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Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kewarganegaraan) menyebutkan 
setiap orang yang bukan WNI diperlakukan sebagai orang asing.90 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
(selanjutnya disingkat UU Keimigrasian) mendefinisikan orang asing 
sebagai orang yang bukan WNI. Pengertian ini tidak berubah dari 
pengertian awal orang asing yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Definisi orang asing tersebut juga tetap 
dipakai dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan. 
Terlepas dari kedudukan seorang individu sebagai warga negara atau 
orang asing, ia merupakan subjek dalam hukum internasional yang memiliki 
hak serta kewajiban menurut hukum internasional dalam artian yang 
terbatas. Dalam rezim hukum internasional, perlindungan orang asing 
dimuat dalam The Hague Convention on the Conflict of Nationality Law 
1930. Pasal 1 konvensi tersebut menyebutkan bahwa; 
It is for each State to determine under its own law who are its nationals. 
This law shall be recognised by other States in so far as it is consistent 
with international conventions, international custom, and the principles 
of law generally recognised with regard to nationality. 
Dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi, Setiap negara untuk 
menentukan menurut haknya sendiri tentang siapa yang merupakan 
warganegaranya. Hukum ini  harus diakui oleh negara-negara lain sejauh 
                                                 
90 Gatot Supramono, 2014, Hukum Orang Asing di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 4 -5. 
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hal tersebut konsisten  dengan konvensi-konvensi  internasional, kebiasaan 
internasional dan prinsip-prinsip hukum yang umumnya diakui  berkenaan 
dengan nasionalitas. Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 2 Konvensi 
tersebut juga menyatakan bahwa Any question as to whether a person 
possesses the nationality of a particular State shall be determined in 
accordance with the law of that State. Definisi tersebut diterjemahkan 
menjadi setiap persoalan mengenai apakah seseorang yang 
berkewarganegaraan suatu negara harus ditentukan sesuai dengan hukum 
dari negara tersebut. 
Berkenaan dengan kategori orang asing yang dapat mempunyai 
rumah di Indonesia, dalam Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala 
BPN No. 110-2871 tentang Pelaksanaan PP Hunian Orang Asing 1996, 
dijelaskan bahwa dari segi kehadirannya di Indonesia, orang asing dapat 
dibagi menjadi dua golongan, yaitu:91 
a. orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia secara menetap 
(penduduk Indonesia); dan 
b. orang asing yang tidak tinggal di Indonesia secara menetap melainkan 
hanya sewaktu-waktu berada di Indonesia. 
Pembedaan dalam dua golongan tersebut berhubungan dengan 
dokumen yang harus ditunjukkan pada waktu melakukan perbuatan hukum 
memperoleh rumah, yaitu: 
                                                 
91 Maria S.W. Sumardjono III, Op.Cit., Hlm. 12. 
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a. bagi orang asing penetap memiliki Izin Tinggal Tetap; 
b. bagi orang asing lainnya memiliki Izin Kunjungan atau Izin 
Keimigrasian lainnya berbentuk yang diterakan pada paspor atau 
dokumen keimigrasian lainnya yang dimiliki oleh orang asing yang 
bersangkutan. 
PP Hunian oleh Orang Asing mengartikan orang asing yang 
Berkedudukan di Indonesia adalah orang yang bukan WNI yang 
keberadaanya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau 
berinvestasi di Indonesia. Pengertian berkedudukan di Indonesia tidak 
harus diartikan sama dengan tempat kediaman atau domisili, akan tetapi 
orang asing tersebut melaksanakan kegiatan ekonomi di Indonesia dan 
pada waktu kegiatan tersebut dilakukan secara berkala atau sewaktu-
waktu. Di bidang ekonomi, orang dapat memiliki kepentingan yang harus 
dipelihara tanpa harus menunggunya secara fisik apalagi untuk waktu yang 
cukup panjang dan secara terus-menerus. Dengan kemajuan di bidang 
teknologi transportasi dan komunikasi memungkinkan orang memelihara 
kepentingan yang dimilikinya di negara lain tanpa harus menunggui sendiri. 
Kadang kala, mereka hanya hadir secara berkala. Dalam keadaan seperti 
itu, yang mereka perlukan adalah fasilitas tempat tinggal atau hunian bila 
secara berkala tetapi teratur harus datang untuk mengurus atau 
memelihara kepentingannya.92 Menurut Andrian Sutadi, secara hierarki 
dapat dikatakan kependudukan di Indonesia adalah orang asing yang 
                                                 
92 Urip Santoso II, Op.Cit., Hlm. 355. 
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melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan pada waktu melakukan 
kegiatannya di Indonesia yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-
waktu, yang membutuhkan untuk mempunyai rumah atau hunian di 
Indonesia.93 
Orang asing dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian di 
Indonesia adalah orang asing yang memiliki dan memelihara kepentingan 
ekonomi di Indonesia dengan melaksanakan investasi (penanaman modal) 
di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan 
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 
Tahun 1996. Menurut Munir Fuady, ada empat model penanaman modal 
asing, yaitu:94 
a. Penanaman modal asing secara langsung 
Penanaman modal asing model ini dilakukan dengan mana pihak 
asing atau perusahaan asing membeli langsung (tanpa lewat pasar 
modal) saham perusahaan nasional atau mendirikan perusahaan 
baru, baik lewat Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya 
disingkat BKMP) maupun lewat departemen lain. 
b. Penanaman modal asing secara tidak langsung 
Penanaman modal asing model ini dilakukan dengan jalan membeli 
saham-saham perusahaan nasional oleh pihak asing lewat pasar 
modal (capital market), yakni melalui bursa saham. 
                                                 
93 Adrian Sutadi, 2009, Tinjauan Hukum Pertanahan, dalam Ibid. 
94 Munir Fuady, 2008, Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global, Bandung: 
Citra Aditya Bakti, Hlm. 67 – 68 dalam Ibid., Hlm. 357. 
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c. Penanaman modal asing lewat pemberian jaminan 
Penanaman modal asing model ini dilakukan dengan memberikan 
pinjaman oleh pihak asing kepada perusahaan domestik dalam bentuk 
offshore loan, bonds, notes, commercial paper. 
d. Penanaman modal asing kontraktual 
Penanaman modal asing model ini dilakukan dengan hanya 
mengandalkan ikatan kontraktual, yakni dengan mengadakan kontrak 
oleh pihak asing dengan perusahaan domestik, misalnya kontrak 
tentang bantuan teknis/manajemen, lisensi, agency dan lain-lain.  
Bentuk badan usaha dan kedudukan dalam penanaman modal diatur 
dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal Asing (selanjutnya disingkat UUPM), yaitu: 
(6) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk 
badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum 
atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
(7) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas 
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah 
negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang. 
(8) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan 
penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan 
dengan: 
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a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan 
terbatas; 
b. membeli saham; dan 
c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUPM, orang asing yang 
berkedudukan di Indonesia dapat memiliki rumah tempat tinggal atau 
hunian di Indonesia adalah orang asing yang menanamkan modalnya di 
Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat PT). 
Dengan demikian, modal penanaman modalnya adalah penanaman modal 
secara langsung. 
Tujuan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing 
yang berkendudukan di Indonesia adalah untuk memberikan kemudahan 
(fasilitas) dan akomodasi bagi orang asing yang berkedudukan di 
Indonesia, untuk memenuhi kebutuhannya akan rumah tempat tinggal atau 
hunian bukan rumah untuk toko atau rumah untuk kantor guna mendukung 
kegiatan dan usaha investasinya (penanaman modalnya) di Indonesia. 
Selain itu juga untuk memberikan jaminan kepastian hukum mengenai 
pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia.95 
 
                                                 
95 Ibid., Hlm. 358. 
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E. Perkawinan 
Perkawinan merupakan hak asasi manusia yang juga dimuat ke dalam 
UUD NRI 1945, tepatnya pasal 28B ayat (1), yaitu Setiap orang berhak 
membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 
sah. Menurut KBBI96, asal kata perkawinan merupakan kawin yang berarti: 
(1) membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau istri; menikah; 
(2) melakukan hubungan kelamin (untuk hewan); (3) bersetubuh; (4) 
perkawinan. Perkawinan sendiri disamakan dengan pernikahan dan segala 
hal yang menyangkut tentang kawin. Pernikahan97 diartikan dengan (1) hal 
(perbuatan) nikah; (2) upacara nikah. Sedangkan nikah98, sebagai kata 
dasar dari pernikahan, didefinisikan sebagai ikatan perkawinan yang 
dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. 
Dalam literatur berbahasa Inggris, perkawinan merupakan padanan 
dari marriage, yang didefinisikan oleh Black’s Law Dictionary99 sebagai; 
The legal union of a couple as husband and wife. The essentials of a 
valid marriage are parties legally capable of contracting to mary, 
mutual consent of agreement and an actual contracting in the form 
prescribed by law. Marriage has important consequences in many 
areas of the law, such as torts, criminal law, evidence, debtor-creditor 
relations, property and contracts. 
Dalam Bahasa Indonesia, definis tersebut diartikan sebagai Serikat 
hukum dari pasangan sebagai suami dan istri. Esensi dari perkawinan yang 
sah adalah pihak yang secara legal mampu melangsungkan perkawinan, 
                                                 
96 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., Hlm. 639. 
97 Ibid., Hlm. 962. 
98 Ibid., 
99 Bryan A. Garner, Op.Cit., Hlm. 992. 
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persetujuan bersama dari perjanjian dan kontrak yang sebenarnya dalam 
bentuk yang ditentukan oleh hukum. Pernikahan memiliki konsekuensi 
penting dalam banyak bidang hukum, seperti gugatan, hukum pidana, 
pembuktian, hubungan debitur-kreditur, properti dan kontrak. 
Pasal 1 UU Perkawinan mengartikan perkawinan sebagai  ikatan lahir 
bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkn ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi, perkawinan 
tersebut dinilai sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku100.  
Sebelumnya, perkawinan juga diatur dalam Pasal 26 Buku I Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek voor Indonesie 
S. 1847 No. 23 (selanjutnya disingkat BW). Pasal tersebut memandang 
perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Definisi 
perkawinan dalam kedua regulasi tersebut memiliki beberapa perbedaan, 
yaitu definisi perkawinan dalam BW tidak memperhatikan unsur agama, 
biologis dan motif yang melatar belakangi terjadinya perkawinan. 
Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa perkawinan dalam BW 
hanya faktor yuridis. Sedangkan pengertian perkawinan dari UU 
Perkawinan memiliki unsur ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan 
                                                 
100 Ibid., Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 
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perempuan, bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta 
berdasarkan Ketuhanan YME. Hal ini menggambarkan perkawinan dalam 
UU Perkawinan memiliki nuansa religius, biologis, sosiologis dan yuridis. 
Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) mendefinisikan 
perkawinan dalam Pasal 2 Bab 2 sebagai, pernikahan yait aqad yang 
sangat kuat atau mitaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan 
melaksanakannya adalah ibadah. Perkawinan dalam pandangan Agama 
Katolik diartikan sebagai perjanjian (foedus) antara seorang laki-laki dan 
seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup.101 Sedangkan 
Kesatuan Tafsir Agama Hindu I – XV mengartikan pernikahan sebagai 
ikatan sekala niskala (lahir bathin) antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang 
bahagia dan kekal (satya alaki rabi).102 Sedangkan dalam perspektif Hukum 
Adat, Ter Haar menyatakan perkawinan adalah urusan kerabat, urusan 
keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.103  
Selain definisi secara etimologi, kamus, peraturan perundang-
undagan dan pandangan agama serta Hukum Adat, banyak sarjana yang 
juga mendefinisikan perkawinan. Wirjono Projodikoro mendefinisikan 
perkawinan sebagai hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang 
                                                 
101 Keuskupan Agung Jakarta, ____, Hukum Gereja Mengenani Pernikahan Katolik, diakses dari 
http://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-
katolik, diakses pada 23 Februari 2016. 
102 Yayasan Bali Galang, ____, Pawiwahan/Perkawinan dalam Masyarakat Hindu, diakses dari 
http://www.babadbali.com/canangsari/hkt-perkawinan.htm, diakses pada 22 Februari 2016. 
103 Hilman Hadikusuma (selanjutnya disingkat Hilman Hadikusuma I), 2003, Hukum Perkawinan 
Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, Bandug: Citra Aditya Bakti, Hlm. 8. 
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wanita, untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui negara.104 Soebekti 
mengartikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki 
dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Duval dan Miller105 
mendefinisikan perkawinan sebagai Marriage is a socially recognized 
relationship between a man and a woman that provides for sexual relation, 
legitimized childbearing and establishing a division of labour between 
spouses. Dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai Pernikahan adalah 
hubungan diakui secara sosial antara seorang pria dan seorang wanita 
yang menyediakan hubungan seksual, dilegitimasi melahirkan dan 
membangun pembagian kerja antara pasangan. 
Perkawinan tidak harus terjadi antar sesama warga negara namun 
juga dapat terjadi antar WNI dengan orang asing. Adanya interaksi antar 
WNI dengan orang asing sejak lama, maka perkawinan antarwarga negara 
menjadi hal umum di kalangan masyarakat Indonesia. Perkawinan ini 
dikenal dengan nama perkawinan campuran. Pasal 57 UU Perkawinan 
mengartikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang 
yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan 
kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. 
Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut 
UU Perkawinan106. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa hukum perkawinan 
                                                 
104 Endang Sumiarni, 2004, Kedudukan Suami Istri Dalam Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender 
Melalui Perjanjian Perkawinan), Jala Sutra: Yogyakarta, Hlm. 4. 
105 Tri Haryadi, 2009, Pengalaman Suami dan Para Istri pada Perkawinan Poligami (Studi 
Fenomenologis Pada Sebuah Keluarga Poligami), Skripsi Program Psikologi pada Fakultas Psikologi 
Universitas Indonesia, Tidak Diterbitkan, Hlm. 9. 
106 Pasal 59 UU Perkawinan. 
54 
 
yang berlaku bagi perkawinan campuran adalah hukum di tempat negara 
bersangkutan.107 Biarpun demikian, UU Perkawinan tetap mengakui 
perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri, asalkan memenuhi 
ketentuan yang terdapat dapam Pasal 56 UU Perkawinan, yaitu: 
(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang 
WNI atau seorang WNI dengan warga negara Asing adalah sah 
bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana 
perkawina itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak 
melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini. 
(2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami iseri itu kembali di Wilayah 
Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di 
Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka. 
Pendaftaran perkawinan campuran tersebut harus dilakukan ketika 
kembali ke Indonesia, hal ini sebagai sarana kontrol Pemerintah untuk 
mengawasi warganya. Apabila tidak dilakukan pendaftaran seperti 
dimaksud, perkawinan tetap sah, tetapi tidak mempunyai kekuatan 
hukum.108  
UU Perkawinan juga mengatur tentang syarat sahnya perkawinan 
yang berada dalam Pasal 6 – Pasal 12. Menurut R. Soetojo 
Prawirohamidjojo, syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat-syarat 
materil dan syarat-syarat formal.109 Syarat materil berkaitan dengan para 
pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil 
                                                 
107 Gatot Supramono, Op.Cit., Hlm. 19. 
108 Ibid., Hlm. 20. 
109 R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, Pluralisme dalam Peraundang-undangan Perkawinan di 
Indonesia, Surabaya: Airlangga University Press, Hlm. 39. 
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berhubungan degan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam 
melangsungkan perkawinan.110 
Syarat materil dalam UU Perkawinan terdiri atas; (1) adanya 
persetujuan dari kedua belah pihak sebagai dasar perkawinan;111 (2) Bagi 
pria harus sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun, kecuali ada 
dispensasi yan diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk 
oleh orang tua kedua belah pihak;112 (3) Kedua belah pihak dalam keadaan 
tidak kawin, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk 
berpoligami;113 (4)  Bagi seorang wanita yang akan melakukan perkawinan 
untuk kedua kali dan seterusnya, UU mensyaratkan setelah lewatnya masa 
tunggal, yaitu sekurang-kurangnya 90 hari bagi yang putus perkawinannya 
karena perceraian, 130 hari bagi mereka yang putus perkawinannya karena 
kematian suaminya.114 
Tata cara pelaksanaan perkawinan yang merupakan syarat formil 
dapat ditemukan dalam Pasal 12 UU Perkawinan. Ketentuan tersebut 
kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. Adapun syarat formal tersebut 
meliputi: (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan 
memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat akan 
dilangsungkannya perkawinan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja 
                                                 
110 Ibid., 
111 Pasal 6 BW. 
112 Pasal 7 ayat (1) Jo. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. 
113 Pasal 9 Jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan. 
114 Pasal 10 dan 11 UU Perkawinan. 
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sebelum perkawinan dilangsungkan;115 (2) Pemberitahuan tersebut dapat 
dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang 
tua atau wakilnya;116 (3) Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/ 
kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila 
salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau 
suaminya terdahulu;117 (4) Setelah syarat-syarat diterima pegawai pencatat 
perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil 
penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut;118 (5) Setelah 
dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu 
halangan perkawinan, pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman 
tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan yang 
memuat nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin 
serta hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan;119 (6) 
Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya serta setelah hari kesepuluh sejak pengumuman 
kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat serta dilaksanakan 
dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka 
perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap 
dua, satu untuk pegawai pencatat dan satu lagi disimpan pada panitera 
                                                 
115 Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan. 
116 Ibid., Pasal 4. 
117 Ibid., Pasal 5. 
118 Ibid., Pasal 6 Jo. Pasal 7. 
119 Ibid., Pasal 8 Jo. Pasal 9. 
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pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta 
perkawinan.120 
Selain UU Perkawinan, BW juga mengatur mengenai syarat-syarat 
perkawinan yang terdiri atas syarat materil dan syarat formil. Syarat materil 
perkawinan terdiri dari (1) adanya persetujuan bebas dan calon suami dan 
calon istri;121 (2) Seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu 
orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang 
lelaki saja. Hal ini juga dikenal dengan asas monogami mutlak;122 (3) Kedua 
pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, 
yaitu bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 15 tahun;123 (4) Seorang 
perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali 
setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan 
yang terakhir.124 
Sedangkan syarat formal dalam BW memuat dua ketentuan saja yang 
dilakukan baik sebelum maupun sesudah perkawinan, yaitu: (1) 
Pemberitahuan (aangifte) yang harus dilakukan, baik secara langsung, 
maupun dengan surat yang dengan cukup jelas memperlihatkan niat kedua 
calon suami-istri, dan tentang pemberitahuan itu harus dibuat sebuah akta 
                                                 
120 Ibid., Pasal 10 Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 12 Jo. 13. 
121 BW, Op.Cit., Pasal 28. 
122 Ibid., Pasal 27. 
123 Ibid., Pasal 29. 
124 Ibid., Pasal 34. 
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oleh pegawai catatan sipil;125 serta (2) Pengumuman yang dilakukan oleh 
pegawai catatan sipil.126 
Adanya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan yang menimbulkan akibat dalam berbagai bidang, meliputi 
hubungan lahiriah dan spiritual antara suami-istri secara pribadi maupun 
kemasyarakatan, serta hubungan harta kekayaan yang diperoleh sebelum 
selama, dan sesudah perkawinan. J. Satrio memberikan definisi terhadap 
hukum harta perkawinan yaitu peraturan hukum yang mengatur akibat-
akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri yang telah 
melangsungkan perkawinan. Hukum Harta Perkawinan disebut juga hukum 
harta benda perkawinan, yang merupakan terjemahan dari kata 
huwelijksgoederenrecht. Sedangkan Hukum Harta Perkawinan sendiri 
merupakan terjemahan dari huwelijksmogensrecht127. 
Pasal 35 UU Perkawinan, membedakan harta benda perkawinan 
dalam perkawinan menjadi tiga, yaitu: 
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta 
bersama. 
(2) Harta bawaan dan masing-masing suami dan istri 
                                                 
125 Ibid., Pasal 51. 
126 Ibid., Pasal 52. 
127 J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 26, Dikutip dari 
Mochamad Soleh Alaidrus, 2009, Pelaksanaan Pembagian Harta Perkawinan Dalam Perkawinan 
Poligami (Studi Di Pengadilan Agama Bekasi), Tesis Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Diponegoro, Tidak Diterbitkan. Hlm, 17. 
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(3) Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau 
warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang 
para pihak tidak menentukan lain. 
Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama harus 
didahului oleh perjanjian/kesepakatan di antara suami dan istri. Sedangkan 
untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaan, suami dan istri 
sepenuhnya meguasai harta bawaannya masing-masing. Sehingga mereka 
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta 
bawaannya. Meskipun demikian, terbuka peluang bagi suami dan istri untuk 
menyimpangi ketentuan UU Perkawinan melalui perjanjian kawin yang 
dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.128  
Ketentuan UU Perkawinan tentang harta kekayaan perkawinan 
didasarkan pada Hukum Adat. Ketentuan Hukum Adat didasarkan pada 
alam pikiran magis dan komunal (magisch denken dan communaal 
denken). Alam pikiran komunal menganggap adanya hubungan yang erat 
antara seseorang dengan masyarakatnya (dalam hal ini hubungan antara 
seseorang dengan  keluarga/kerabatnya). Hubungan komunal yang erat ini 
menyangkut pula hubungan mereka (kerabat) dengan harta kekayaan, 
akibatnya hubungan antara kerabat dengan harta kekayaan itu masih tetap 
                                                 
128 Wibowo Tunardy, 2012, Harta Benda dalam Perkawinan, diakses dari 
http://www.jurnalhukum.com/harta-benda-dalam-perkawinan/, diakses pada 23 Februari 2016. 
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ada dan tidak terputus dengan dilangsungkannya perkawinan antara 
seorang anggota kerabat dengan orang lain.129 
Sejalan dengan ketentuan dalam UU Perkawinan, KHI juga membagi 
harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah dalam perkawinan menjadi 
tiga bagian, yaitu130 (1) harta bersama; (2) harta bawaan suami dan istri; (3) 
harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Hal ini 
dikarenakan ketentuan tentang syirkah tidak berada di dalam Al-Qur’an dan 
As-Sunnah yang merupakan sumber Hukum Islam. Hal ini menyebabkan 
syirkah menjadi bagian dari ijtihad yang berarti sebuah usaha yang 
dilaksanakan untuk memutus suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-
Qur’an dan As-Sunnah dengan syarat menggunakan akal sehat dan 
pertimbangan matang. 
Pasal 45 KHI juga memberikan kemungkinan diadakannya pemisahan 
syirkah melalui taklik talak131 dan perjanjian lain yang tidak bertentangan 
dengan Hukum Islam. Dalam Pasal 47 ayat (1) KHI ditentukan bahwa 
perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum 
perkawinan dilangsungkan secara tertulis. Selain itu, perjanjian perkawinan 
tersebut dapat dicabut atas persetujuan suami dan istri. Menurut Neng 
Djubaedah, berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan 
bahwa taklik talak yang digantungkan oleh suami terhadap istri pada ketika 
                                                 
129 Mochamad Soleh Alaidrus, Op.Cit., Hlm. 55. 
130 Pasal 85 – Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam. 
131 Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang 
dicantumkan dalam akta nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu 
yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. 
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perkawinan berlangsung dan suami istri bersangkutan telah mempunyai 
anak adalah dimungkinkan. Oleh karena itu, amatlah dimungkinkan 
perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama itu dilakukan 
pada waktu perkawinan sedang berlangsung.132 
Sedangkan dalam BW menentukan, bahwa dengan 
dilangsungkannya perkawinan secara otomatis akan mengkibatkan 
terjadinya persatuan bulat harta kekayaan perkawinan (algehele 
gemeenschup van goederen) antara suami istri, apabila tidak didahului 
dengan perjanjian kawin yang menentukan hal lain.133 Persatuan bulat ini 
meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan tidak bergerak, baik 
yang sekarang mapun kemudian, ataupun yang diperoleh dengan cuma-
cuma, kecuali dalam hal terakhir si yang mewariskan atau yang 
mengibahkan dengan tegas menentukan sebaliknya.134 Dalam hal terjadi 
persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka dalam perkawinan 
tersebut pada prinsipnya hanya ada satu jenis harta kekayaan, yaitu harta 
bersama. Hal ini juga didukung dengan ketentuan Pasal 119 BW yang 
menetapkan jika tidak diadakan perjanjian perkawinan, maka selama 
perkawinan berjalan harta bersama tidak boleh ditiadakan atau diubah 
dengan suatu persetujuan antara suami isteri. 
                                                 
132 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Mahkamah Konstitusi II), 
Risalah Sidang V Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Hlm. 11. 
133 BW, Op.Cit., Pasal 119. 
134 Ibid., Pasal 120 Jo. Pasal 176. 
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Terkait pengurusan harta bersama, Pasal 124 BW menentukan hanya 
suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu. Kewenangan ini 
membolehkan suami menjualnya, memindahtangannya dan 
membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal-hal yang 
mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami. Demikian 
pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi 
suami sebagai kepala keluarga, namun hal ini tidak mengurangi wewenang 
istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi.135  
  
                                                 
135 Ibid., Pasal 124 Jo. 140, 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Tipe Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif (normative research), 
yaitu penelitian dengan cara mengkaji ketentuan yang mengatur mengenai 
pemilikan tanah oleh orang asing setelah berlakunya PP No. 103 Tahun 
2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang 
Asing yang Berkedudukan di Indonesia.  
B. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan, yaitu: 
1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan 
menelaah peraturan perundang-undangan136 yang berkaitan dengan 
isu hukum yang diteliti yakni pemilikan tanah oleh orang asing setelah 
berlakunya PP Hunian Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. 
2. Pendekatan sejarah (historical approach), yaitu dengan pelacakan 
sejarah aturan hukum dari waktu ke waktu137 terkait pemilikan tanah 
oleh orang asing. Hal ini berguna bagi peneliti untuk membangun 
suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu yang diteliti. 
                                                 
136 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana: Jakarta, Hlm. 96. 
137 Ibid., Hlm. 166. 
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3. Pendekatan perbandingan (comparative approach), yaitu dengan 
mengadakan studi perbandingan hukum.138 Menurut Van Apeldoorn, 
perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum 
dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-
aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan 
sistem hukum lain.139 
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder yang dilengkapi dengan bahan nonhukum yang terkait isu hukum 
yang dikaji. Sumber yang digunakan dalam penilitian ini terdiri dari: 
1. Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan 
yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Adapun bahan hukum 
primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah; 
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria; 
b. Burgerlijk Wetboek voor Indonesie; 
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan 
Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang 
Berkedudukan di Indonesia; 
                                                 
138 Ibid., Hlm. 172. 
139 P. Van. Dijk, 1985, Van Apeldoorn’s Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht, Tjeenk-
Wilinjk, Hlm. 453, dalam Ibid., Hlm. 173. 
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2. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur yang terkait 
dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, jurnal, 
surat kabar, pendapat ahli dan artikel dari internet. 
3. Bahan nonhukum meliputi data yang relevan dengan isu hukum yang 
diteliti. 
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi 
kepustakaan (literature research) yaitu suatu teknik pengumpulan data 
dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-
laporan, buku-buku, publikasi elektronik dan bahan-bahan yang relevan 
dengan isu hukum yang diteliti. 
E. Analisis Bahan Hukum 
Analisis bahan hukum adalah sebuah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. 
Data yang diperoleh melalui studi dokumen akan  dianalisis secara kualitatif 
kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, 
menjelaskan dan menggambarkan mengenai pemilikan tanah oleh orang 
asing setelah berlakunya PP No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan 
Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan 
di Indonesia.  
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Pemilikan Tanah Oleh Orang Asing Setelah Berlakunya Peraturan 
Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Rumah Tempat Tinggal 
atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia  
dalam Perspektif Hak Bangsa 
Tanah yang merupakan faktor produksi ekonomi penting yang 
jumlahnya terbatas namun permintaan terhadapnya sangat tinggi. Bagi 
masyarakat Indonesia, tanah lebih dari sekadar faktor produksi tersebut. 
Hal ini dikarenakan adanya ikatan lahir batin antara bangsa Indonesia 
dengan tanah Indonesia yang bersifat abadi. Bahkan UUPA menyatakan 
pertalian tersebut merupakan Hak Bangsa atau semacam hubungan Hak 
Ulayat yang diangkat pada tingkatan paling atas yaitu pada tingkatan yang 
mengenai seluruh wilayah negeri. 
Semakin berkembangnya manusia beserta seluruh kebutuhannya 
menyebabkan kebutuhan akan tanah juga kian tinggi intensitasnya dan 
tujuan penggunaannya. Salah satu kebutuhan terhadap tanah yang terus 
meningkat adalah kebutuhannya untuk perumahan untuk tempat tinggal. 
Hal ini tidak dapat dihindarkan sebab tempat tinggal merupakan HAM yang 
juga dijamin dalam UUD NRI 1945. Akan tetapi, tempat tinggal tersebut 
bukan hanya kebutuhan bagi WNI semata, melainkan juga orang asing. Hal 
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ini merupakan dampak dari semakin meningkatnya kerjasama Indonesia 
dengan negara-negara lain dan makin meningkatnya jumlah orang asing 
yang bekerja dan menjalankan usahanya di Indonesia. Hal tersebut 
berdampak pada meningkatnya permintaan akan rumah tempat tinggal bagi 
orang asing. Fenomena global ini merupakan suatu hal yang tidak dapat 
dihindari dalam menciptakan bertumbuhan dan pembangunan ekonomi 
nasional. 
Pada umumnya pemberian rumah tempat tinggal kepada orang asing 
tersebut digunakan sebagai sarana untuk memperlancar investasi maupun 
usaha, yang diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap 
perekonomian nasional. Saat ini kebutuhan orang asing akan perumahan 
tersebut diakomodir oleh PP Hunian Orang Asing yang baru diterbitkan 
pada tanggal 28 Desember 2015 yang merupakan pembaruan dari PP 
serupa yang sebelumnya telah terbit pada 17 Juni 1996. Dalam PP Hunian 
Orang Asing tersebut terdapat beberapa pembaruan, khususnya definisi 
orang asing yang berkedudukan di Indonesia sebagai subjek yang 
disebutkan dalam PP Hunian Orang Asing. 
Pasal 1 PP Hunian Orang Asing mendefinisikan orang asing yang 
berkedudukan di Indonesia sebagai orang yang bukan WNI yang 
keberadaanya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau 
berinvestasi di Indonesia. Definisi tersebut mengalami perluasan dari 
definisi sebelumnya yang diatur dalam PP Hunian Orang Asing 1996, yang 
mengartikan orang asing yang berkedudukan di Indonesia adalah orang 
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asing yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi 
pembangunan nasional. Definisi tersebut kemudian diperjelas dalam 
Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 7 Tahun 1996 tentang 
Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang 
Asing yang menegaskan bahwa definisi tersebut merujuk kepada orang 
asing yang memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi di Indonesia 
dengan melaksanakan investasi untuk memiliki rumah tempat tinggal atau 
hunian di Indonesia. Sebelumnya, orang asing yang berkedudukan di 
Indonesia juga dimuat dalam Pasal  PP No. 40/1996 sebagai subjek dari 
Hak Pakai. Dalam penjelasan Pasal 39 PP No. 40/1996 tersebut dinyatakan 
bahwa orang asing yang berkedudukan di Indonesia adalah orang asing 
yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan 
nasional. Ketiga definisi tersebut mempunyai kesamaan yang tidak berubah 
dalam menentukan orang asing yang berkedudukan di Indonesia, yaitu 
orang bukan WNI yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi 
nasional. 
Definisi yang terdapat dalam PP Hunian Orang Asing dapat dilihat 
bahwa ada dua kriteria yang digunakan untuk menentukan orang asing 
yang berkedudukan di Indonesia, yaitu bukan WNI dan memberikan 
manfaat, melakukan usaha, bekerja atau berinvestasi di Indonesia. 
Walaupun demikian, definisi tersebut terlampau luas. Hal tersebut 
dikarenakan dalam mendefinisikan orang asing yang berkedudukan di 
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Indonesia, digunakannya kata “atau” yang menunjukkan sifat alternatif 
dalam memenuhi kriteria tersebut.  
Pengertian orang asing yang berkedudukan di Indonesia tersebut 
memberikan celah untuk dimultitafsirkan. Sebab dalam pengertian tersebut 
terdapat beberapa alternatif yang berbeda satu dengan lainnya dan tiap 
kriteria memiliki parameter yang berbeda pula. Jika tetap multitasir dan tidak 
memiliki parameter yang pasti, maka definisi tersebut sesungguhnya tidak 
berubah sama sekali dengan definisi dalam PP Hunian Orang Asing 1996. 
Semestinya definisi tersebut bersifat final dan tidak multitafsir. Hal tersebut 
juga tidak diperjelas dalam bagian penjelasan PP Hunian Orang Asing 
ataupun peraturan di bawahnya. Bahkan pada masa Orde Baru, dengan 
hanya memiliki catatan pernah masuk ke Indonesia pada paspornya, orang 
asing dimungkinkan menguasai tanah dengan Hak Pakai.140 Berikut penulis 
mencoba menguraikan kriteria yang berada dalam definisi orang asing yang 
berkedudukan di Indonesia: 
1) Bukan Warga Negara Indonesia (WNI) 
Bukan WNI dalam hal ini adalah individu (naturlijke persoon), bukan 
badan hukum (recht persoon). Individu dalam hal ini tentu harus memenuhi 
kriteria cakap secara hukum. Bukan WNI merupakan kriterium mutlak 
dalam pendefinisian orang asing yang berkedudukan di Indonesia sebagai 
subjek pemilik hak atas tanah. Hal ini dikarenakan dianutnya Asas 
                                                 
140 Mohammad Hatta, 2005, Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan, 
Yogyakarta: Media Abadi, Hlm. 132. 
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Nasionalitas dalam Pasal 9 UUPA yang mengatur hanya WNI yang dapat 
memiliki hubungan penuh dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam 
wilayah Indonesia. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar terjaganya 
kepentingan politik, pertahanan dan keamanan nasional sebagai satu 
kesatuan wilayah yang tidak dapat dipecah belah. Asas Nasionalitas 
tersebut bersumber pada Hak Bangsa yang merupakan hak penguasaan 
atas tanah tertinggi yang turut menjamin hanya bangsa Indonesia yang 
memiliki hubungan penuh dengan wilayah Indonesia. Penerapan Asas 
Nasionalitas tersebut bukanlah suatu tindakan diskriminatif terhadap orang 
asing, sebab kepentingan nasionallah yang menjadi hal utama. Sehingga 
Indonesia tetap berdaulat atas wilayahnya dan tidak mengorbankan 
wilayahnya untuk kepentingan orang asing dalam rangka pertumbuhan 
ekonomi semata. 
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah orang asing tersebut 
berkedudukan di wilayah Indonesia serta dalam jangka waktu tertentu. 
Berkedudukan dalam pengertian ini berbeda dengan pengertian domisili. 
Berkedudukan merujuk kepada bertempat tinggal untuk beberapa waktu 
tertentu tanpa disertai niatan untuk menetap, sedangkan domisili merujuk 
kepada tempat tinggal asli yang ditandai dengan kehadiran fisik dengan niat 
untuk menetap dan memiliki hubungan hukum dengan pemiliknya. Namun 
apabila bukan WNI tersebut malah berdomisili di Indonesia, hal itu malah 
lebih baik. 
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Berkedudukan di wilayah Indonesia tersebut dibuktikan dengan 
adanya Izin Tinggal (selanjutnya disingkat IT) yaitu izin yang diberikan 
kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri 
untuk berada di wilayah Indonesia. Izin Tinggal yang dimaksud dalam PP 
Hunian Orang Asing yang terdiri atas141 Izin Tinggal Diplomatik (selanjutnya 
disingkat dengan ITDiplomatik), Izin Tinggal Dinas (selanjutnya disingkat 
dengan ITDinas), Izin Tinggal Kunjungan (selanjutnya disingkat dengan 
ITK), Izin Tinggal Terbatas (selanjutnya disingkat dengan ITAS) dan Izin 
Tinggal Tetap (selanjutnya disingkat dengan ITAP). Biarpun demikian, tidak 
semua IT dapat dikategorikan sebagai berkedudukan di Indonesia. Berikut 
adalah penjabaran kelima jenis IT tersebut:142 
a) Izin Tinggal Diplomatik 
Subjek dari ITDiplomatik merupakan; (1) orang asing pemegang 
paspor diplomatik dan paspor lain yang masuk wilayah Indonesia dengan 
visa diplomatik untuk melakukan kunjungan dan/atau bertempat tinggal di 
wilayah Indonesia; serta (2) orang asing yang melakukan tugas yang 
bersifat diplomatik dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki 
visa berdasarkan perjanjian internasional dengan memperhatikan asas 
timbal balik. Maksud dari tugas yang bersifat diplomatik diatas adalah; (1). 
melaksanakan tugas penempatan pada perwakilan diplomatik dan konsuler 
                                                 
141 Lihat Penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan 
Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia Jo. Pasal 
48 UU Keimigrasian. 
142 UU Keimigrasian Jo. PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 
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negara asing yang diakreditasikan di Indonesia atau organisasi 
internasional yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia; (2) kunjungan 
untuk menghadiri konferensi dan pertemuan internasional lainnya; dan (3) 
kunjungan kurir diplomatik. Sehingga tidak dibenarkan kehadirannya di 
Indonesia untuk melaksanakan tugas yang bersifat nondiplomatik. 
Pemberian ITDiplomatik untuk keperluan kunjungan berlaku selama 
30 hari setelah diberikannya tanda masuk dan dapat diperpanjang satu kali 
untuk waktu paling lama 30 hari. Dengan demikian, pemegang ITDiplomatik 
ini paling lama tinggal di Indonesia selama 60 hari. Sedangkan pemberian 
ITDiplomatik untuk menetap di wilayah Indonesia berlaku selama 2 tahun 
setelah diberikannya tanda masuk dan dapat diperpanjang paling lama satu 
tahun untuk setiap kali perpanjangan.  
b) Izin Tinggal Dinas 
Izin Tinggal Dinas dapat diberikan kapada; (1) orang asing pemegang 
paspor dinas dan paspor lain yang masuk wilayah Indonesia dengan visa 
dinas untuk melakukan kunjungan dan/atau bertempat tinggal di wilayah 
Indonesia yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing ataupun 
organisasi internasional; dan (2) orang asing dari negara yang dibebaskan 
dari kewajiban memiliki visa berdasarkan perjanjian internasional dengan 
memperhatikan asas timbal balik. 
Pemberian ITDinas untuk keperluan kunjungan berlaku selama 30 hari 
setelah diberikannya tanda masuk dan dapat diperpanjang satu kali untuk 
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waktu paling lama 30 hari. Dengan demikian, pemegang ITDinas ini paling 
lama tinggal di Indonesia selama 60 hari. Sedangkan pemberian ITDinas 
untuk menetap di wilayah Indonesia berlaku selama 1 tahun setelah 
diberikannya tanda masuk dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun 
untuk setiap kali perpanjangan.  
c) Izin Tinggal Kunjungan 
Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada; (1) orang asing yang masuk 
wilayah Indonesia dengan visa kunjungan; (2) anak yang baru lahir di 
wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang ITK; 
(3) orang asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) orang asing 
yang bertugas sebagai awak alat angkut yang sedang berlabuh atau berada 
di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; (5) orang asing yang masuk wilayah Indonesia dalam keadaan 
darurat; (6) orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa 
kunjungan saat kedatangan. 
Pemberian ITK pada subjek orang asing yang masuk wilayah 
Indonesia dengan visa kunjungan terdiri atas visa kunjugan satu kali 
perjalanan dan visa kunjungan beberapa kali perjalanan. Izin Tinggal 
Kunjungan yang berasal dari visa kunjungan satu kali perjalanan berlaku 
selama 60 hari terhitung sejak tanggal masuk diterakan serta mencakup 
keperluan; (a) wisata; (b) keluarga; (c) sosial; (d) seni dan budaya; (e) tugas 
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pemerintahan; (f) olahraga yang tidak bersifat komersial; (g) studi banding, 
kursus singkat dan pelatihan singkat; (h) memberikan bimbingan, 
penyuluhan dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri 
untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama 
pemasaran luar negeri bagi Indonesia; (i) melakukan pekerjaan darurat dan 
mendesak; (j) jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang 
berwenang; (k) pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah 
mendapat izin dari instansi yang berwenang; (l) melakukan pembicaraan 
bisnis; (m) melakukan pembelian barang; (n) memberikan ceramah atau 
mengikuti seminar; (o) mengikuti pameran internasional; (p) mengikuti rapat 
yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; (q) 
melakukan audit, kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang 
perusahaan di Indonesia; (r) calon tenaga kerja asing dalam uji coba 
kemampuan dalam bekerja; (s) meneruskan perjalanan ke negara lain; dan 
(t) bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia. 
Sedangkan ITK yang berasal dari visa kunjungan beberapa kali perjalanan 
mencakup keperluan; (a) keluarga; (b) sosial; (c) seni dan budaya; (d) tugas 
pemerintahan; (e) melakukan pembicaraan bisnis; (f) melakukan pembelian 
barang; (g) mengikuti seminar; (h) mengikuti pameran internasional; (i) 
mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di 
Indonesia; dan (j) meneruskan perjalanan ke negara lain.  
Pemberian jangka waktu ITK pada subjek anak yang baru lahir di 
wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang ITK 
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diberikan sesuai jangka waktu ITK ayah dan/atau ibunya yang dilakukan 
menurut mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sedangkan, orang asing dari negara yang dibebaskan dari kewajiban 
memiliki visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
diberikan jangka waktu selama 30 hari terhitung sejak tanggal tanda masuk 
diterakan dan tidak dapat diperpanjang. Izin ini diberikan kepada orang 
asing yang memiliki urusan dibidang; (a) wisata; (b) keluarga; (c) sosial; (d) 
seni dan budaya; (e) tugas pemerintahan; (f) melakukan pembicaraan 
bisnis; (g) melakukan pembelian barang; (h) mengikuti seminar; (i) 
mengikuti pameran internasional; (j) mengikuti rapat yang diadakan dengan 
kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; (k) meneruskan perjalanan ke 
negara lain; dan (l) bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah 
Indonesia.  
Adapun untuk orang asing yang bertugas sebagai awak alat angkut 
yang sedang berlabuh atau berada di wilayah Indonesia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan jangka waktu paling 
lama 60 hari terhitung sejak tanggal tanda masuk diterakan dan tidak dapat 
diperpanjang. Untuk orang asing yang masuk wilayah Indonesia dalam 
keadaan darurat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari dan tidak 
dapat diperpanjang untuk berada di Indonesia. Izin ini diberikan dalam hal 
yang menyangkut; (1) orang asing pada alat angkut yang berlabuh atau 
mendarat di wilayah Indonesia dalam rangka bantuan kemanusiaan pada 
daerah bencana alam di wilayah Indonesia; atau (2) orang asing pada alat 
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angkut yang berlabuh atau mendarat di wilayah Indonesia, karena alat 
angkutnya mengalami kerusakan mesin atau cuaca buruk, sedang alat 
angkutnya tidak bermaksud untuk berlabuh atau mendarat di wilayah 
Indonesia. 
Pemberian ITK kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia 
dengan visa kunjungan saat kedatangan diberikan jangka waktu paling 
lama 30 hari terhitung sejak tanggal tanda masuk diterakan. Kegiatan yang 
termasuk dalam kategori ini mencakup; (a) wisata; (b) keluarga; (c) sosial; 
(d) seni dan budaya; (e) tugas pemerintahan; (f) melakukan pembicaraan 
bisnis; (g) melakukan pembelian barang; (h) mengikuti seminar; (i) 
mengikuti pameran internasional; (j) mengikuti rapat yang diadakan dengan 
kantor pusat atau perwakilan di Indonesia; (k) meneruskan perjalanan ke 
negara lain; dan (l) bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah 
Indonesia. Selain itu, pemberian ITK yang berasal dari visa kunjungan saat 
kedatangan juga dapat diberikan kepada orang asing yang masuk pada 
kawasan ekonomi khusus namun hanya memiliki jangka waktu paling lama 
7 hari terhitung sejak tanggal tanda masuk diterakan dan tidak dapat 
diperpanjang.  
d) Izin Tinggal Terbatas 
Izin Tinggal Terbatas dapat diberikan kepada beberapa subjek, yaitu; 
(1) orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas; 
(2) anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya 
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pemegang ITAS; (3) orang asing yang diberikan alih status dari ITK; (4) 
nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, 
atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi 
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) 
orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau 
(6) anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara 
Indonesia. Terkhusus untuk orang asing yang masuk wilayah Indonesia 
dengan visa tinggal terbatas dan orang asing yang diberikan alih status dari 
ITK, meliputi; (1) orang asing dalam rangka penanaman modal; (2) bekerja 
sebagai tenaga ahli; (3) melakukan tugas sebagai rohaniawan; (4) 
mengikuti pendidikan dan pelatihan; (5) mengadakan penelitian ilmiah; (6) 
menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang ITAS; (7) 
menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu bagi anak 
berkewarganegaraan asing yang mempunyai hubungan hukum 
kekeluargaan dengan ayah dan/atau ibu warga negara Indonesia; (8) 
menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang ITAS atau ITAP 
bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum kawin; (9) orang asing 
eks WNI; dan (10) wisatawan lanjut usia mancanegara. 
Izin Tinggal Terbatas memiliki berbagai macam jangka waktu. Untuk 
keperluan (1) orang asing yang kawin secara sah dengan WNI; (2) anak 
dari orang asing yang kawin secara sah dengan WNI; (3) repatriasi; (4) eks 
WNI; (5) wisatawan lanjut usia mancanegara; atau (6) tenaga ahli, penanam 
modal, rohaniawan dan pelajar/mahasiswa yang mengikuti pendidikan, 
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dapat memiliki jangka waktu paling lama 2 tahun, 1 tahun ataupun 6 bulan 
tergantung kepada keperluannya dan dapat diperpanjang namun tidak lebih 
dari 6 tahun. Keperluan (1) dan (2) merupakan bentuk dari subjek orang 
asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan anak 
dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. 
Selain itu, keperluan (4), (5) serta (6) merupakan bagian dari subjek orang 
asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa tinggal terbatas dan 
orang asing yang diberikan alih status dari ITK.  
Adapun diberikannya ITAS untuk keperluan; (1) melakukan kegiatan 
yang berkaitan dengan profesi dengan menerima bayaran; (2) melakukan 
kegiatan dalam rangka pembuatan film yang bersifat komersial dan telah 
mendapat izin dari instansi yang berwenang; (3) melakukan pengawasan 
kualitas barang atau produksi; (4) melakukan inspeksi atau audit pada 
cabang perusahaan di Indonesia; (5) melayani purnajual; (6) memasang 
dan mereparasi mesin; (7) melakukan pekerjaan nonpermanen dalam 
rangka konstruksi; (8) mengadakan pertunjukan kesenian, musik dan 
olahraga; (9) mengadakan kegiatan olahraga profesional; (10) melakukan 
kegiatan pengobatan; atau (11) calon tenaga kerja asing yang akan bekerja 
dalam rangka uji coba keahlian, memiliki jangka waktu paling lama 90 hari 
ataupun 30 hari tergantung kepada kebutuhannya dan dapat diperpanjang, 
namun tidak lebih dari 180 hari.  
Selain itu juga terdapat Izin Tinggal Terbatas Perairan (selanjutnya 
disingkat ITTP) yang diberikan kepada orang asing yang bekerja sebagai 
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nakhoda, awak kapal atau tenaga ahli. Pemberian izin tersebut diberikan 
dalam rangka bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang 
beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun jangka waktu 
yang diberikan kepada pemegang ITTP untuk berada di darat paling lama 
selama 7 hari dalam rangka (1) kepentingan administrasi dengan kantor 
penjaminnya; (2) berobat; (3) meninggalkan wilayah Indonesia tidak 
dengan kapal atau alat angkutnya dan masuk ke wilayah Indonesia dengan 
menggunakan Izin Masuk Kembali; (4) meninggalkan wilayah Indonesia 
tidak dengan kapal atau alat angkutnya dan tidak bermaksud bergabung 
kembali dengan kapal atau alat angkutnya; atau (5) deportasi.  
e) Izin Tinggal Tetap 
Izin Tinggal Tetap diberikan kepada; (1) orang asing pemegang ITAS 
sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia; (2) keluarga karena 
perkawinan campuran; (3) suami, istri, dan/atau anak dari orang asing 
pemegang ITAP; dan (4) orang asing eks WNI dan eks subjek anak 
berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia, yang diberikan melalui 
alih status. Selain itu, ITAP juga diberikan kepada; (5) eks subyek anak 
berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih 
kewarganegaraan asing; (6) anak yang lahir di Indonesia dari orang asing 
pemegang ITAP; dan (7) WNI yang kehilangan kewarganegaraan 
Indonesia di wilayah Indonesia, yang dapat diberikan ITAP secara langsung 
tanpa alih status.  
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Terkait pemberian jangka waktu, ITAP memberikan jangka waktu 
selama 5 tahun atau diberikan perpanjangan untuk jangka waktu tidak 
terbatas dengan ketentuan sepanjang ITnya tidak dibatalkan. Akan tetapi 
jangka waktu 5 tahun tersebut dikecualikan kepada suami, istri, dan/atau 
anak dari orang asing pemegang ITAP serta anak yang lahir di Indonesia 
dari orang asing pemegang ITAP. 
Terkhusus bagi subjek perkawinan campur yang  suami ataupun 
istrinya WNI meninggal dunia, ITAS maupun ITAP yang diperoleh karena 
perkawinan campuran tetap berlaku. Hal yang sama juga terjadi ketika 
perkawinannya berakhir karena perceraian dan/atau atas putusan 
pengadilan. Begitupun ITAP maupun ITAS yang diliki oleh anak hasil dari 
perkawinan campuran tersebut. Biarpun demikian, orang asing tersebut 
haruslah memiliki penjamin berkewarganegaraan Indonesia. Penjamin 
tersebut harus diajukan pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal orang asing dalam waktu paling lama 60 hari 
terhitung sejak tanggal diterbitkannya akta perceraian. Jika orang asing 
tidak mengajukan penjamin dalam jangka waktu yang ditentukan, maka 
ITAP dibatalkan.143 
Berdasarkan uraian tentang IT, dapat dilihat jika tidak semua pemilik 
IT dapat dikategorikan berkedudukan di Indonesia. Hal ini dilihat dari jangka 
waktunya berada di Indonesia dan alasannya berada di Indonesia. 
                                                 
143 Direktorat Jenderal Imigrasi, ____, Izin Tinggal Terbatas/Izin Tinggal Tetap Bagi Subjek 
Perkawinan Campur, Diakses dari http://www.imigrasi.go.id/index.php/layanan-publik/izin-tinggal-
terbatas-izin-tinggal-tetap-bagi-subyek-perkawinan-campur, Diakses pada 4 Mei 2016. 
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Pemegang ITDiplomatik yang kurang sesuai untuk menetapkan bukan WNI 
sebagai "berkedudukan di Indonesia" dalam definisi PP Hunian Orang 
Asing karena keberadaannya di Indonesia untuk tugas yang bersifat 
diplomatik. Begitupun halnya dengan pemegang ITDinas yang berada di 
Indonesia untuk keperluan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari 
pemerintah asing atau organisasi internasional. 
Untuk pemegang ITK, menurut penulis juga belum memenuhi 
"berkedudukan di Indonesia".  Hal ini dikarenakan jangka waktunya di 
Indonesia terhitung relatif singkat. Serta alasan keberadaannya di 
Indonesia kurang sesuai dengan kriteria selain "Bukan Warga Negara 
Indonesia" yang akan diuraikan di bawah. Biarpun salah satu alasan 
mendapatkan ITK adalah melakukan kunjungan bisnis, hal ini juga kurang 
sesuai karena jangka waktunya yang terbatas selama 60 hari dan tidak 
dapat diperpanjang. Pemegang ITAS dengan alasan menanamkan modal 
menurut penulis dapat dikategorikan sebagai "berkedudukan di Indonesia" 
karena jangka waktunya yang berada di Indonesia relatif lebih lama dan 
keberadaannya di Indonesia memberikan mafaat bagi pembangunan. 
Selain penanam modal, pemegang ITAS lain kurang sesuai jika 
dikategorikan "berkedudukan di Indonesia". 
Menurut penulis, pemegang ITAP dengan keperluan bisnis maupun 
bekerja secara tetap merupakan pemegang IT paling sesuai jika 
dikategorikan "berkedudukan di Indonesia". Hal ini dikarenakan jangka 
waktunya yang lama dan berkontriusi terhadap pembangunan nasional. 
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2) Memberikan Manfaat bagi Indonesia 
Untuk berhak mendapatkan rumah tempat tinggal atau Sarusun, 
orang asing yang berkedudukan di Indonesia keberadaannya haruslah 
memberikan manfaat terhadap Indonesia. Jika merujuk pada penjelasan 
umum ataupun koseideran PP Hunian Orang Asing, memberikan manfaat 
dalam hal ini adalah memberikan manfaat dalam bidang perekonomian 
Indonesia, selain bekerja, mempunyai atau melakukan usaha ataupun 
berinvestasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan terbitnya PP Hunian Orang 
Asing membawa semangat pertumbuhan ekonomi.144 Hal tersebut juga 
didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata 
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak atas Pemilikan 
Rumah Tempat Tingga atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan 
di Indonesia yang menentukan harga minimal pembelian rumah tunggal dan 
Sarusun yang relatif tinggi.145 Akan tetapi menurut penulis, memberikan 
manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini seharusnya juga 
termasuk orang yang memiliki kualifikasi profesional atau lainnya atau 
pengalaman yang memiliki nilai atau manfaat atau pengetahuan khusus 
yang diperlukan bagi Indonesia. Lebih lanjut hal ini akan diuraikan pada 
tabel 4. 
                                                 
144 Lihat Penjelasan Umum PP Hunian Orang Asing. 
145 Lihat Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak atas 
Pemilikan Rumah Tempat Tingga atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. 
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3) Mempunyai atau Melakukan Usaha di Indonesia 
Selain memberikan manfaat dibidang perekonomian, bukan WNI 
untuk dapat disebut sebagai orang asing yang berkedudukan di Indonesia 
tersebut dapat pula mempunyai atau melakukan usaha di Indonesia. Bidang 
usaha yang dijalankan bukan WNI tersebut bukan merupakan termasuk ke 
dalam jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat 
UMKM), melainkan usaha besar. Dalam hal ini usaha besar merupakan 
usaha   ekonomi   produktif   yang  dilakukan oleh badan usaha dengan 
jumlah kekayaan bersih atau  hasil  penjualan  tahunan  lebih  besar  dari  
usaha  menengah, yang  meliputi  usaha  nasional  milik  negara  atau  
swasta,  usaha  patungan dan  usaha  asing  yang  melakukan  kegiatan 
ekonomi di Indonesia.146  
Bidang usaha yang dijalankan oleh bukan WNI tersebut bukanlah 
bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, seperti bidang 
pertanian untuk budidaya ganja, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif 
untuk perjudian/kasino dan bidang perhubungan dalam hal 
penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor serta bidang usaha 
lain yang ditetapkan oleh pemerintan dan bidang usaha yang terbuka 
dengan persyaratan, misalnya bidang energi dan sumber daya mineral, 
bidang perbankan dan bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Saat ini 
bidang-bidang tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 
                                                 
146 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.  
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2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang 
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Selain itu, 
ketika memiliki rumah tempat tinggal, berbentuk rumah tunggal ataupun 
Sarusun, rumah tersebut hanya diperuntukkan sebagai rumah tempat 
tinggal bukan sebagai fasilitas tambahan bagi bukan WNI untuk 
menjalankan usahanya. 
4) Bekerja di Indonesia 
Bukan WNI haruslah memiliki pekerjaan yang jelas dan tetap ketika 
berada di Indonesia. Pekerjaan tersebut bukanlah bersifat sementara yang 
dapat diselesaikan dalam waktu singkat dan tidak dapat diperpanjang. 
Begitupun dengan jenis usaha jasa impresariat yang berhubungan di 
bidang seni dan olahraga yang bersifat sementara serta pekerjaan yang 
bersifat darurat. Bukan WNI tersebut datang ke Indonesia bukan untuk 
mencari pekerjaan. Sehingga ketika datang ke Indonesia, bukan WNI 
tersebut haruslah memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
(selanjutnya disingkat RPTKA). Hal tersebut diperlukan agar nantinya orang 
asing tersebut bukan malah menjadi beban bagi Indonesia namun dapat 
memberikan keuntungan lain bagi Indonesia.  
5) Berinvestasi di Indonesia 
Berinvestasi di Indonesia dalam hal ini adalah dengan melakukan 
penanaman modal asing secara langsung dengan cara membeli langsung 
(tanpa lewat pasar modal) saham perusahaan nasional atau mendirikan 
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perusahaan baru, baik lewat BKMP maupun lewat departemen lain. Dalam 
kaitannya dengan Pasal 5 ayat (2) UUPM, yang menetapkan bahwa 
penanaman modal asing wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum 
Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Indonesia. 
Penanaman modal tersebut juga bukan termasuk bidang usaha yang 
tertutup untuk penanaman modal, seperti bidang pertanian untuk budidaya 
ganja, bidang pariwisata dan ekonomi kreatif untuk perjudian/kasino dan 
bidang perhubungan dalam hal penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan 
bermotor serta bidang usaha lain yang ditetapkan oleh pemerintan dan 
bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, misalnya bidang energi 
dan sumber daya mineral, bidang perbankan dan bidang tenaga kerja dan 
transmigrasi. Saat ini bidang-bidang tersebut diatur dalam Peraturan 
Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang 
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang 
Penanaman Modal. 
Selain menanamkan modalnya di Indonesia, bukan WNI tersebut 
harus berada atau akan berada di Indonesia dalam waktu relatif lama. 
Sebab dengan tidak berkedudukan di Indonesia, maka investor tersebut 
dinilai belum layak tidak mendapatkan hak untuk memiliki rumah tempat 
tinggal di Indonesia karena tidak terpenuhinya kriteria “berkedudukan di 
Indonesia” yang telah diurai dalam pembahasan tentang “Bukan Warga 
Negara Indonesia” diatas. 
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Dengan demikian, dalam menentukan apakan seseorang merupakan 
orang asing yang berkedudukan di Indonesia terdiri atas dua kriteria, yaitu: 
 Bukan Warga Negara Indonesia yang memiliki Izin Tinggal di 
Indonesia; dan 
 Memberikan Manfaat bagi Indonesia; atau 
 Mempunyai atau menjalankan usaha di Indonesia; atau 
 Bekerja di Indonesia; atau 
 Berinvestasi di Indonesia. 
Dengan adanya kejelasan siapa yang dimaksud dengan orang asing 
yang berkedudukan di Indonesia, maka pemberian rumah tempat tinggal 
atau hunian kepada orang asing menjadi tepat sasaran dan jelas. Setelah 
jelas dengan definisi orang asing yang berkedudukan di Indonesia, 
pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pemilikan tanah oleh orang 
asing yang berkedudukan di Indonesia dalam perspektif Hak Bangsa? 
Secara historis, larangan pengasingan tanah atau 
grondververemdings-verbood bukanlah hal baru di Indonesia. Hal tersebut 
sebelumnya pernah diatur dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1875 
No. 179 (selanjutnya disingkat S. 1875 No. 179), yang mengatur tentang 
larangan pengasingan tanah. Dari regulasi tersebut, terdapat pembedaan 
perlakuan antarsesama pribumi. Hal tersebut dikarenakan pengasingan 
tanah S. 1875 No. 179 menitiberatkan kepada pembagian golongan, 
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bukannya atas prinsip kewarganegaraan atau nationaliteit seperti yang 
digunaan dalam UUPA. 
Berbeda dengan S. 1875 No. 179, UUPA mengedepankan prinsip 
kewarganegaan dalam menentukan pengasingan tanah. Pasal 1 UUPA 
merupakan pasal yang secara terang menjelaskan bahwa adanya 
hubungan antara bangsa Indonesia dengan seluruh wilayah Indonesia yang 
merupakan satu kesatuan utuh, bersifat abadi yang dengan kata lain tidak 
ada suatu kekuasaan yang dapat memutuskan atau meniadakan hubunga 
tersebut serta menjadi induk dari hak penguasaan atas tanah yang lain. 
Selain bersifat komunal, Hak Bangsa juga bersiftat religius karena tanah 
merupakan karunia Tuhan YME. Dengan demikian, maka dapat dipahami 
bahwa sifat komunalistik mewakili hubungan sosial antara manusia dengan 
tanah, sedangkan sifat religius mewakili hubungan spiritual manusia 
dengan tanah, dan sifat abadi mewakili hubungan emosional manusia 
dengan tanah.147 Biarpun demikian, hubungan bangsa Indonesia dengan 
wilayahnya tersebut merupakan hubungan “kepunyaan”, bukan 
“kepemilikan”.148 Mengingat hubungan tersebut bersifat utuh dan abadi, 
maka tidak diperkenankan usaha-usaha untuk memecah belah wilayah 
NKRI. 
Berdasarkan atas pemikiran konsepsi Hak Bangsa tersebut, maka 
hanya WNI yang diperkenankan memiliki hubungan penuh dengan wilayah 
                                                 
147 Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria: Kajian Komperhensif, Jakarta: Kencana, Hlm. 78, dikutip 
dari Muhammad Ilham Arisaputra, Op.Cit., Hlm. 80. 
148 Efendi Perangin, Op.Cit., Hlm. 193. 
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Indonesia, sedangkan orang asing tidak diperbolehkan. Pasal 9 Jo. Pasal 
21 UUPA mengandung Asas Nasionalitas juga sejalan dengan Hak Bangsa 
tersebut. Asas Nasionalitas yang menghendaki hanya WNI yang memiliki 
hubungan penuh dengan tanah dan sumber daya alam lainnya di Indonesia 
bukanlah suatu tindakan diskriminatif karena dalam hal apapun bangsa 
Indonesia harus menjadi tuan rumah di rumah sendiri dan tidak perlu 
mengorbankan kepentingan nasional demi menyenangkan orang lain atau 
untuk membujuk penanaman modal asing.149 
Diundangkannya PP Hunian Orang Asing yang memberikan 
kepemilikan rumah tempat tinggal, Hak Pakai untuk rumah tunggal dan 
HMSRS, memunculkan suatu polemik. Apakah hal tersebut sudah sejalan 
dengan Asas Nasionalitas? Jika hal ini melanggar Asas Nasionalitas, 
secara langsung regulasi tersebut juga telah bertentangan dengan Hak 
Bangsa, sebagai hak penguasaan atas tanah tertinggi. Jika dikaitkan 
dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, Bangsa Indonesia telah 
bertekad bahwa Indonesia adalah Satu Nusa, Satu Bangsa dan Bahasa, 
yaitu Indonesia. Adakah jaminan bahwa dengan adanya orang asing 
memiliki hak atas tanah di Indonesia nantinya tidak akan mengingkari 
Sumpah Pemuda tersebut? Terutama Satu Nusa? Yang memberi peluang 
terpecah-pecahnya wilayah Indonesia? Hal itu memang masih belum 
menjadi kenyataan, akan tetapi hal itu bukan sesuatu yang mustahil.150 
                                                 
149 A.P. Parlindungan, Op.Cit. 
150 Mohammad Hatta, Op.Cit., 165. 
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Dalam PP Hunian Orang Asing, orang asing yang berkedudukan di 
Indonesia diperbolehkan memiliki rumah tunggal unit baru dengan Hak 
Pakai di atas tanah Hak Pakai atas tanah negara, Hak Pengelolaan atas 
tanah negara atau Hak Pakai di atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan 
perjanjian. Selain rumah tunggal, orang asing yang berkedudukan di 
Indonesia juga dapat memiliki Sarusun dengan Hak Milik pada dibidang 
tanah Hak Pakai atas tanah negara atau Hak Pengelolaan. Hak Pakai atas 
rumah tunggal tersebut diberikan untuk jangka waktu 30 tahun yang dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun serta dapat diperbarui untuk 
jangka waktu 30 tahun. Dengan demikian, Hak Pakai atas rumah tunggal 
tersebut paling lama dimiliki selama 80 tahun. 
Jika dibandingkan jangka waktu Hak Pakai antara PP Hunian Orang 
Asing dengan PP No. 40/1996 dan PP Hunian Orang Asing 1996, maka 
akan terlihat seperti tabel berikut: 
Tabel 2: Perbandingan Jangka Waktu Hak Pakai untuk Orang Asing 
yang Berkedudukan di Indonesia 
Regulasi 
Jangka Waktu (Tahun) 
Pertama Perpanjang Pembaruan Total 
PP 40/1996 25 20 25 70 
PP 41/1996 25 - 25 50 
PP 103/2015 30 20 30 80 
Sumber: Bahan hukum primer, diolah tahun 2016 
Dari tabel tersebut, terlihat jika pemberian Hak Pakai dengan jangka 
waktu paling lama adalah PP Hunian Orang Asing. Ketentuan tersebut 
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meningkat 30 tahun dari ketentuan sebelumnya. Sedangkan jika 
dibandingkan dengan PP No. 40/1996, jangka waktu dalam PP Hunian 
Orang Asing juga tetap lebih tinggi. Dengan total jangka waktu selama 80 
tahun itu dapat mencakup dua sampai tiga generasi. Biarpun terhitung 
sangat lama, ketentuan 80 tahun tersebut diberikan secara bertahap karena 
adanya proses eveluasi sebelum berikan perpanjangan ataupun 
pembaruan Hak Pakai. Terlepas dari tahapan evaluasi itu, penguasaan 
tanah dengan Hak Pakai oleh orang asing dalam jangka waktu sangat lama 
berpotensi berbenturan dengan Hak Bangsa. Dengan jangka waktu Hak 
Pakai yang selama itu dan secara turun temurun, hal tersebut sama saja 
dengan kembali ke masa Hindia-Belanda. Selain itu, PP No. 40/1996 
merupakan pengaturan khusus terhadap Hak Pakai. Jadi sudah selayaknya 
jika menjadikan PP No. 40/1996 sebagai rujukan dalam pemberian Hak 
Pakai. Akan tetapi, pemberian jangka waktu lebih lama tersebut 
menyiratkan bahwa Pemerintah lebih mengedepankan dan 
menguntungkan kepentingan pihak asing ketimbang kebutuhan Hak Pakai 
untuk subjek dalam negeri. 
Adanya anggapan bahwa PP Hunian Orang Asing merupakan lex 
specialis dari PP No. 40 Tahun 1996 yang merupakan lex generalis. Dalam 
asas lex specialis derogat legi generalis tersebut menyatakan bahwa 
hukum yang lebih khusus mengenyampingkan hukum yang lebih umum. 
Akan tetapi asas tersebut tidak dapat dipakai sembarangan. Dalam 
menggunakan asas tersebut, sebelumnya terdapat dua kriteria yang harus 
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dipenuhi yaitu (1) merupakan produk hukum yang setara; dan (2) produk 
hukum tersebut berada dalam satu rezim hukum yang sama. Kedua 
regulasi tersebut berbentuk PP yang sederajat, akan tetapi keduanya 
berada dalam rezim hukum yang berbeda. PP No. 40/1996 tunduk kepada 
hukum tanah, sedangkan PP Hunian Orang Asing tunduk kepada hukum 
perhutangan yang mengatur penguasaa hak atas benda bukan tanah. Van 
Dijk mengatakan bahwa hukum perhutangan bukan dimaksud sebagai 
hukum hutang piutang, tapi sebagai hukum yang mengatur tentang 
penguasaan atas benda bukan tanah serta peralihan dan hukum jasa-
jasa.151 Hal ini adalah konsekuensi dari dianutnya Asas Pemisahan 
Horizontal yang bersumber dari Hukum Adat dalam hukum tanah nasional. 
Maka dari itu penggunaan asas lex specialis derogat legi generalis kurang 
tepat. 
PP Hunian Orang Asing menentukan bahwa pemilikan rumah tunggal 
sebagai tempat tinggal orang asing yang berkedudukan di Indonesia 
berdasarkan atas Hak Pakai terhadap rumah tunggal diatas Hak Pakai di 
atas tanah negara atau Hak Pengelolaan atau Hak Pakai di atas Hak Milik 
yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian. Kedudukan orang asing 
yang berkedudukan di Indonesia sebagai subjek Hak Pakai dalam PP 
Hunian Orang Asing tersebut sudah sesuai dengan orang asing yang 
                                                 
151 Van Dijk, 2006, Pengantar Hukum Adat Indonesia, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Bandung: 
Mandar Maju, Hlm. 87 dalam Eman Ramelan, Asas Pemisahan Horizontal dalam Hukum Tanah 
Nasional, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Agraria Universitas Airlangga, 13 Desember 
2008. 
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berkedudukan di Indonesia yang dimaksud dalam PP No. 40 Tahun 1996, 
yaitu orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat 
bagi pembangunan nasional, seperti yang dijelaskan sebelumnya. 
Dalam kaitannya dengan Asas Pemisahan Horizontal, pada 
prinsipnya pemilikan bangunan terpisah dengan penguasaan tanahnya, 
kecuali jika menurut kenyataan pemilikan bangunan dan penguasaan hak 
atas tanahnya berada pada satu orang. Alhasil, kepemilikan atas tanah 
tidak dengan sendirinya meliputi bangunan dan tanaman yang ada di 
atasnya. Dengan demikian, perbuatan hukum mengenai tanah tidak 
dengan sendirinya meliputi pula bangunan dan tanaman yang ada di 
atasnya,152 begitupun pula sebaliknya. Dengan kata lain, ketika bangunan 
dimiliki oleh orang asing dengan status Hak Pakai, maka tanah di bawahnya 
bukan otomatis menjadi miliknya juga. 
Akan tetapi penggunaan Asas Pemisahan Horizontal tersebut akan 
berbeda jika rumah tunggal orang asing yang berkedudukan di Indonesia 
tersebut dibangun di atas Hak Pakai di atas Hak Milik yang dikuasai dengan 
perjanjian dengan WNI, terutama yang memiliki hubungan keluarga dengan 
orang asing. Hal ini dikarenakan akan adanya hubungan antara orang asing 
dengan Hak Milik, maka hal ini perlu diwaspadai dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan secara yuridis karena memiliki kecenderungan 
                                                 
152 Eman Ramelan, 2008, Asas Pemisahan Horizontal dalam Hukum Tanah Nasional, dalam Urip 
Santoso II, Op.Cit., Hlm. 253. 
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untuk melanggar Pasal 26 ayat (2) UUPA yaitu memindahkan Hak Milik 
kepada orang asing. Dengan kata lain, penyelundupan hukum.153 
Maria S.W. Sumardjono memberikan beberapa indikasi adanya 
pemindahan hak terselubung, yaitu154 (1) uang sewa dibayar sekaligus atau 
uang pengganti untuk menyerahkan Hak Pakai besarnya kurang lebih sama 
dengan harga tanah tersebut; (2) jangka waktu perjanjian melampaui batas 
kewajaran; (3) pemilik hanya dapat meminta kembali tanahnya dengan 
membayar kembali sebesar harga tanah yang sebenarnya; (4) menjual 
rumah atau bangunan di atas Hak Milik, tetapi tanahnya diserahkan dengan 
Hak Pakai atau hak sewa. Ketentuan PP Hunian Orang Asing memberikan 
kesempatan kepada orang asing yang berkedudukan di Indonesia untuk 
memiliki Hak Pakai terhadap rumah tunggal di atas tanah Hak Pakai di atas 
Hak Milik dengan perjanjian dengan jangka waktu paling lama 80 tahun. Hal 
tersebut merupakan suatu perjanjian dengan jangka waktu melampaui 
batas kewajaran dan PP Hunian Orang Asing memberikan kesempatan 
tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara materil sebenarnya telah 
terjadi pemindahan Hak Milik kepada orang asing secara terselubung dan 
merupakan penyelundupan hukum. PP Hunian Orang Asing secara tidak 
langsung memfasilitasi orang asing yang berkedudukan di Indonesia untuk 
memiliki Hak Milik dengan dalih Hak Pakai. Hal ini secara nyata merupakan 
                                                 
153 Maria S.W. Sumardjono II, Op.Cit., 163. 
154 Ibid., Hlm. 165. 
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pengingkaran terhadap asas nasionalitas sekaligus Hak Bangsa yang 
merupakan hak penguasaan tanah tertinggi. 
Perjanjian yang merupakan penyelundupan hukum tersebut tidak 
dapat berlindung dengan dalih kebebasan berkontrak seperti yang di atur 
dalam Pasal 1338 BW. Biarpun demikian, kebebasan berkontrak tersebut 
tidak dapat terjadi jika bertentangan dengan kesusilaan atau dengan 
ketertiban umum atau adanya suatu sebab yang tidak terlarang dan ada 
itikad baik.155 Hal ini secara tegas terdapat dalam Pasal 1320 ayat (4) Jo. 
Pasal 1337 BW. Lebih lanjut, Subekti mengemukakan bahwa perjanjian 
yang dibuat antara WNI dengan orang asing yang didasarkan pada causa 
palsu, yakni perjanjian yang dibuat dengan pura-pura, untuk 
menyembunyikan causa yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Dalam hal 
ini, perjanjian tersebut dianggap sudah batal sejak semula dan hakim 
berwenang, karena jabatannya, mengucapkan pembatalan itu, walaupun 
tidak diminta oleh sesuatu pihak (batal secara mutlak).156 Selain itu, Subekti 
juga menjelaskan bahwa tidak semua perjanjian yang dibuat mempunyai 
kekuatan mengikat sebagai undang-undang. Hanya perjanjian yang dibuat 
secara sah, yang mengikat kedua belah pihak.157 
                                                 
155 I Kadek Ari Sucitha, 2012, Tinjauan Yuridis Akta Kuasa Menjual dalam Penjualan Tanah dan 
Bangunan oleh Warga Negara Asing di Kabupateng Badung, Tesis Program Magister Kenotariatan 
di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tidak Diterbitkan, Hlm. 56. 
156 Subekti, 1995, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXVII, Jakarta: Internusa, Hlm. 137 
dalam Maria S.W. Sumardjono III, Op.Cit., Hlm. 19. 
157 Ibid. Hlm. 139. 
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Selain dapat memiliki rumah tunggal dengan status Hak Pakai, orang 
asing yang berkedudukan di Indonesia juga memiliki pilihan untuk memiliki 
Sarusun dengan status HMSRS yang bersifat perseorangan yang terpisah 
dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah 
bersama. Adanya HMSRS bukan dalam artian pemilik dapat memiliki 
Sarusun tersebut selama-lamanya, tetapi bergantung kepada status hak 
atas tanahnya. PP Hunian Orang Asing menetapkan Sarusun yang dapat 
dimiliki oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia dibangun di atas 
tanah Hak Pakai atas tanah negara atau tanah pengelolaan dengan jangka 
waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 
paling lama 20 tahun dan dipembaruan paling lama selama 25 tahun. 
Ketentuan ini juga berarti orang asing yang memiliki HMSRS bukan 
otomatis memiliki tanah dengan status Hak Milik. Hal ini disebabkan karena 
Asas Pemisahan Horizontal yang dianut oleh hukum tanah nasional dan 
karakteristik dari tanah Rusun yang berstatus tanah bersama.  
Perbandingan Regulasi tentang Pemilikan Tanah dan Bangunan oleh 
Orang Asing di Beberapa Negara 
Salah sifat hukum adalah tertatih-tatih mengikuti perkembangan 
masyarakat. Meskipun hukum tanah merupakan suatu hukum yang khas 
dari negara tempatnya berasal, bukan berarti mengambil perbandingan 
pengaturan pemilikan tanah dan bangunan di negara lain untuk menjadi 
suatu yang lebih baik ke depannya. Menurut Hocke, pendekatan 
perbandingan hukum seharusnya tidak dipandang sebelah mata karena 
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secara tradisional pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan 
pemahaman atas suatu sistem hukum jika diperbandingkan dengan sistem 
hukum lainnya, sehingga dapat menciptakan kritikan dan masukan 
konstruktif kepada sistem masing-masing.158 Pendekatan perbandingan 
hukum akan berguna ketika negara tidak dapat menemukan acuan hukum 
yang dapat diandalkan dalam aturan negara tersebut terutama di saat 
menghadapi suatu fenomena sosial yang baru, sehingga perbandingan 
hukum akan berfungsi memberikan argumentasi tambahan dalam 
mendukung dasar pertimbangan hukum yang telah ada di negara 
tersebut.159 Dalam konteks Indonesia, hal ini dimaksudkan agar pengaturan 
menjadi lebih komperhensif, berorientasi kepada masa depan (proaktif) 
serta menyerap hal-hal positif dari pengalaman negara lain (akomodatif). 
Dalam pembahasan ini penulis mencoba melakukan perbandingan 
hukum terkait pemilikan tanah dan bangunan oleh orang asing antara 
Indonesia dengan dua negara, yaitu Singapura dan Vietnam. Pemilihan 
Singapura dan Vietnam sebagai negara pembanding dilakukan karena 
beberapa alasan. Pertama, kesamaan letak geografis antara Indonesia dan 
dua negara lainnya terletak di kawasan Asia Tenggara, bersama lima 
negara lainnya. Selain memiliki letak wilayah yang saling berdekatan, ketiga 
negara juga bergabung dalam Association of South East Asian Nations 
                                                 
158 Mark van Hoecke, 2004, Epistemology and Methodology of Comparative Law, Portland: Hart, 
Hlm. 253, dalam Riyad Febrian Anwar, 2015, Aturan Pergerakan Bebas barang Perdagangan 
Menurut Perspektif the Treaty on the Functioning of European Union 2007 dan the ASEAN Trade in 
Goods Agreement 2010 (Suatu Kajian Perbandingan), Skripsi Program Ilmu Hukum pada Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. Tidak diterbitkan. Hlm. 10. 
159 Ibid., 
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(selanjutnya disingkat ASEAN) yang merupakan organisasi geopolitik dari 
negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. 
Kedua, kemudahan berinvestasi. Ease of Doing Bussiness 
merupakan salah satu index yang dikeluarkan oleh Bank Dunia  untuk 
mengukur tingkat kemudahan berinvestasi di suatu negara. Dalam 
memberikan peringkat, Ease of Doing Bussiness mempunyai beberapa 
indikator, salah satunya adalah registering property atau pendaftaran 
properti. Selain registering property, indikator lain yang digunakan oleh 
Bank Dunia adalah starting a business, dealing with construction permits, 
getting electricity, getting credit, protecting minority investors, paying taxes, 
trading across borders, enforcing contracts dan resolving insolvency. 
Berikut adalah peringkat negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam 
Ease of Doing Bussiness dalam kurun waktu 2012 – 2015; 
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Tabel 3: Peringkat Negara-negara Asia Tenggara dalam  Ease of Doing 
Bussiness 2012 – 2015 
Negara 
Peringkat di Tahun 
2012 2013 2014 2015 
Brunei Darusslam 83 79 59 84 
Filipina 136 138 108 103 
Indonesia 129 128 120 109 
Kamboja 138 133 137 127 
Laos 165 163 159 134 
Malaysia 18 12 6 18 
Myanmar - - 182 167 
Singapura 1 1 1 1 
Thailand 17 18 18 49 
Vietnam 98 99 99 90 
Sumber: Bahan hukum sekunder, diolah tahun 2016 
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Singapura dalam kurun waktu 
2012 – 2015 selalu menjadi yang pertama, bukan hanya regional ASEAN, 
namun seluruh dunia. Posisi Singapura kemudian disusul oleh Malaysia 
diperingkat kedua yang peringkatnya terus membaik dalam 2012 – 2014 
namun kembali menurun ditahun 2015. Di bawah Malaysia terdapat 
Thailand yang posisinya terus menurun dari tahun ke tahun, namun tetap 
stabil di dalam 50 besar. Diposisi keempat terdapat Brunei Darussalam 
yang disusul oleh Vietnam, negara yang tidak disangka-sangka 
mengungguli Indonesia dalam beberapa hal, padahal baru pada tahun 
1990an kondisi nasionalnya stabil. Diposisi kelima adalah Indonesia yang 
disusul oleh Filipina, Kamboja, Laos dan Myanmar yang baru dua tahun 
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terakhir masuk ke dalam Ease of Doing Business. Selain menggunakan 
Ease of Doing Business, penulis juga menggunakan kriteria yang 
dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development 
(selanjutnya disingkat OECD) dalam membagi negara tujuan investasi di 
ASEAN  ke dalam 4 grup, yaitu160 (1) Singapura; (2) Thailand, Malaysia dan 
Indonesia (3) Filipina dan Vietnam (4) Kamboja, Laos dan Myanmar. 
Singapura menjadi negara pembanding karena menjadi salah satu 
rujukan utama pemilikan hunian bagi orang asing. Sedangkan Vietnam 
dipilih karena progresnya yang terus membaik. Bukan hanya itu, perbedaan 
sistem hukum kedua negara juga menjadi pertimbangan dalam mengambil 
kedua negara ini. Singapura memiliki sistem hukum anglo saxon dan 
Vietnam memiliki sistem sosialis dengan campur tangan militer yang kuat. 
Menurut penulis hal ini akan menarik jika di bandingkan dengan Indonesia. 
                                                 
160 Organisation for Economic Co-operation and Development , 2014, Southeast Asia Investment 
Policy Perspectives, Diakses dari www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/Southeast-Asia-
Investment-Policy-Perspectives-2014.pdf, Diakses pada 3 Mei 2016. 
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Tabel 4: Perbandingan Pengaturan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Pihak Asing di Indonesia, Singapura dan Vietnam 
No. 
Substansi 
Pembanding 
Negara 
Indonesia161 Singapura162 Vietnam163 
1 Subjek Orang asing yang Berkedudukan di 
Indonesia adalah:  
1. Bukan WNI. 
2. Keberadaanya memberikan manfaat, 
melakukan usaha, bekerja, atau 
berinvestasi di Indonesia. 
Warga Negara Asing (foreign person) 
adalah: 
1. Bukan WN Singapura; 
2. Memperoleh status sebagai 
permanent resident (berkedudukan 
tetap); 
3.  Memberi manfaat ekonomi ke 
Singapura atau yang mampu 
kontribusi ekonomi ke Singapura; atau 
4. Memiliki kualifikasi profesional atau 
lainnya atau pengalaman yang 
memiliki nilai atau manfaat ke 
Singapura. 
 
Badan hukum asing (foreign company) 
adalah: 
1. Perusahaan, badan hukum, perkum-
pulan atau badan-badan lain yang 
didirikan di luar Singapura; 
2. Badan hukum yang didirikan di 
Singapura dengan sebagian atau 
Warga Negara Asing (foreign individual) 
adalah: 
1. WNA yang memiliki investasi 
langsung di Vietnam atau memegang 
posisi manajemen di perusahaan 
yang beroperasi di Vietnam; atau 
2. WNA yang telah membuat kontribusi 
ke Vietnam dan kontribusi tersebut 
telah diakui oleh Presiden atau 
Perdana Menteri Vietnam; atau 
3. WNA yang memiliki gelar universitas 
atau tingkat pendidikan yang lebih 
tinggi dan bekerja di bidang sosial-
ekonomi, dan mereka yang memiliki 
pengetahuan khusus yang diperlukan 
Vietnam; atau 
4. WNA yang menikah dengan Warga 
Negara Vietnam; 
 
 
 
                                                 
161 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo. PP No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang 
Berkedudu-kan di Indonesia Jo. Pernenatr No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan atau Pengalihan Hak atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh 
Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia. 
162 Maria S.W. Sumardjono III, Op.Cit., Hlm. 72 – 77 dan the Singapore Land Titles Act 1993 Jo. the Singapore Residential Property Act 1976. 
163 the Vietnam Land Law No. 45/2013/QH13 Jo. the Vietnam Law on Housing No. 65/2014/QH13 Jo. the Vietnam Law on Real Estate Business No. 66/2014/QH13. 
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seluruh anggota atau direkturnya 
bukan WN Singapura; 
3. Perkumpulan atau badan-badan lain 
yang menurut hukum negara asalnya 
dapat dituntut atau menuntut atau me-
miliki tanah atas nama sekretaris atau 
pimpinan badan atau perkumpulan 
tersebut yang sebagian atau seluruh 
anggota atau direkturnya bukan WN 
Singapura. 
Badan Hukum Asing (foreign company) 
adalah: 
Perusahaan yang berinvestasi dan 
beroperasi di Vietnam, yang bukan 
perusahaan real estate, dan memiliki 
permintaan akomodasi perumahan bagi 
karyawannya. 
2 Objek 
a. Hunian dan Bukan 
Hunian 
1. Rumah tunggal yang dibangun di atas 
Hak Pakai, Hak Pengelolaan atau 
Hak Pakai di atas Hak Milik. 
2. Satuan rumah susun yang dibangun 
di atas Hak Pakai atau Hak 
Pengelolaan. 
 
Hunian dan bukan hunian yang 
memebutuhkan persetujuan pejabat 
yang berwenang: 
1. Tanah kosong untuk hunian; 
2. Properti yang berdiri sendiri; 
3. Landed property dalam pembangun- 
an rumah susun yang tidak termasuk 
dalam pembangunan kondominium 
yang disetujui sesuai Planning Act; 
4. Rumah toko yang didirikan dalam 
wilayah yang diperuntukkan bagi 
hunian; 
5. Seluruh apartemen atau seluruh unit 
dalam kondominium; 
6. Leasehold estate yang termasuk 
dalam restricted residential property 
untuk jangka waktu tidak lebih dari 7 
tahun, termasuk perpanjangannya; 
7. Flat HDB (Housing Development 
Board) yang dibeli langsung dari HDB. 
8. Flat HDB yang dijual kembali sesuai 
dengan persetujuan HDB; 
9. Rumah toko HDB; 
1. Rumah tunggal untuk ditinggali 
sendiri 
2. Rumah tunggal bagi karyawan 
perusahaan asing 
3. Apartemen untuk ditinggali sendiri 
4. Apartemen bagi karyawan 
perusahaan asing 
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10. Kondominium eksekutif yang dibeli 
sesuai dengan the Executive 
Condominium Housing Scheme Act 
1996. 
b. Jangka Waktu 1. Diberikan pertama kali untuk jangka 
waktu 30 tahun. 
2. Dapat diperpanjang untuk jangka 
waktu 20 tahun. 
3. Dapat diperbarui untuk jangka waktu 
30 tahun. 
Diberikan untuk jangka waktu 99 tahun, 
namun beberapa bangunan diberikan 
dalam jangka waktu yang lebih singkat. 
Misalnya Leasehold estate.  
1. Diberikan pertama kali untuk jangka 
waktu 50 tahun. 
2. Dapat diperpanjang untuk jangka 
waktu 50 tahun. (Khusus badan 
hukum asing harus dicatatkan dalam 
sertifikat investasi) 
c. Pembatasan Unit 1 unit Tidak diatur 1 unit 
d. Pembatasan Kuota Tidak diatur Tidak diatur 1. Pihak asing dapat memiliki hingga 
30% unit apartemen dalam satu 
gedung apartemen dan dalam satu 
wilayah tidak lebih dari 30% dari total 
unit semua bangunan apartemen. 
2. Pihak asing dapat memiliki hingga 
10% unit rumah tunggal dan dalam 
satu wilayah WNA dapat memiliki  
250 unit serta badan hukum asing 
tidak boleh melebihi 2.500 unit. 
e. Pembatasan Harga Mengacu kepada harga tanah dan 
pasaran tertinggi di setiap wilayah. 
Diserahkan kepada mekanisme pasar Pemerintah menentukan harga tanah 
berdasarkan nilai sebenarnya dari tanah 
dalam keadaan normal. Jika ada 
perbedaan besar antara perhitungan 
mereka dibandingkan dengan harga 
pasar. 
f. Zonasi Tidak diatur Diatur Diatur 
g. Status tanah dan 
bangunan 
Terpisah (Horizontal Scheiding) Bersatu (Accessie Beginsel) Terpisah (Horizontal Scheiding) 
3 Perbuatan/Peristiwa Hukum 
a. Jual-Beli Tidak diatur Diatur Diatur 
b. Sewa-menyewa Tidak diatur Dikenai pajak 15 persen. Diatur 
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c. Pewarisan 1. Apabila ahli waris adalah orang asing, 
maka ia harus mempunyai izin tinggal 
di Indonesia. 
2. Jika ahli waris sudah tidak memenuhi 
syarat pemegang hak, maka dalam 
jangka waktu 1 (satu) tahun wajib 
melepaskan atau mengalihkan hak 
atas rumah dan tanahnya kepada 
pihak lain yang memenuhi syarat. 
3. Apabila belum dilepaskan maka 
tanah tersebut akan dilelang oleh ne-
gara jika dibangun di atas Hak Pakai 
atas tanah negara atau menjadi milik 
pemegang Hak Milik atau Hak 
Pengelolaan, jika rumah tersebut 
dibangun diatas tanah berdasarkan 
perjanjian. 
1. Orang asing yang memperoleh 
landed residential property sebagai 
warisan harus memperoleh persetu-
juan pejabat yang berwenang. 
2. Jika tidak diperoleh persetujuan 
pejabat, dalam kurun waktu 10 tahun 
setelah tanggal kematian, properti 
tersebut harus dijual kepada WN 
Singapura atau WNA yang 
memperoleh persetujuan pejabat 
yang berwenang. Hasil penjualan 
diserahkan kepada pihak yang 
berhak menerimanya.  
Diatur 
4 Sanksi 1. Perjanjian yang menggunakan nama 
WNI sebagai trustee atau nominee 
adalah batal demi hukum dan 
tanahnya menjadi milik negara. 
2. Semua pembayaran yang telah 
diterima oleh pemilik tidak dapat 
dituntut kembali. 
1. Jika persetujuan pejabat diberikan 
untuk pembelian landed residential 
property, properti tersebut harus 
dihuni sendir dan tidak disewakan. 
Pelanggaran terhadap hal tersebut 
dikenai denda 5.000 SGD atau 3 
Tahun pidana atau pidana dan denda. 
2. Perjanjian yang menggunakan nama 
WN Singapura sebagai trustee atau 
nominee adalah batal demi hukum. 
Semua pembayaran yang telah 
dikeluarkan oleh WNA tidak dapat 
dituntut kembali. 
3. Pemberian atau hibah landed 
residential property dari seorang WN 
Singapura kepada WNA adalah batal 
demi hukum. 
Informasi tidak ditemukan. 
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5 Instansi Pengawas Tidak diatur 1. Controller of Residential Property 
Land Dealing 
2. Minister for Law 
1. The Ministry of Defence 
2. The Ministry of Public Security 
Sumber: Bahan hukum primer dan sekunder, diolah tahun 2016 
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Berdasarkan perbandingan di atas, dapat dilihat jika subjek pihak 
asing di setiap negara berbeda. Di Singapura, pihak asing yang dapat 
memiliki tanah ataupun bangunan mencakup WNA (foreign person) dan 
badan hukum asing (foreign company). Hal serupa juga di atur dalam 
peraturan perundang-undangan Vietnam. Akan tetapi untuk badan hukum 
asing, Singapura lebih memiliki kriteria yang luas. Berbeda dari kedua 
negara, Indonesia pihak asing hanyalah orang asing yang berkedudukan di 
Indonesia yang didefinisikan sebagai orang yang bukan WNI yang 
keberadaanya memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau 
berinvestasi di Indonesia. Dari subjek pihak asing yang di atur oleh ketiga 
negara, dapat dilihat jika faktor ekonomi menjadi indikator penting 
diberikannya hunian kepada orang asing ataupun badan hukum asing. 
Substansi pembanding yang kedua adalah objek yang mencakup 
hunian dan bukan hunian. Di Indonesia objek yang dapat dimiliki oleh orang 
asing berupa rumah tunggal dengan status Hak Pakai atau Sarusun dengan 
status HMSRS. Dengan kata lain orang asing tidak dapat memiliki tanah. 
Hal ini merupakan dengan dianutnya Asas Pemisahan Horizontal dalam 
hukum tanah nasional Indonesia. Rumah tunggal dan Sarusun dibatasi 
hanya satu unit untuk setiap orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 
Jangka waktu pemilikan rumah tunggal tersebut diberikan pertama kali 
untuk jangka waktu 30 tahun yang dapat diperpanjang untuk jangka waktu 
20 tahun serta dapat diperbarui untuk jangka waktu 30 tahun. Hal ini berarti 
jangka waktu yang diberikan maksimal selama 80 tahun. Adapun Sarusun 
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dimiliki dengan status HMSRS yang jangka waktunya mengukuti jangka 
waktu tanah tempat Rusun tersebut dibangun. Diadakan pula pembatasan 
harga minimal yang mengacu kepada harga tanah dan pasaran tertinggi di 
setiap wilayah. Selain itu, rumah tunggal dan Sarusun dapat diwariskan 
dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Sedangkan untuk 
jual-beli ataupun sewa menyewa terhadap rumah tunggal atau Sarusun 
yang dimiliki oleh orang asing tidak di atur dalam peraturan perundang-
undangan Indonesia. Bukan hanya itu, batasan kuota rumah tunggal atau 
hunian yang dapat dimiliki orang asing beserta zonasinya tidak di atur 
dalam peraturan perundang-undangan. 
Kepemilikan hunian di Singapura, objeknya lebih variatif dari pada di 
Indonesia yang mencakup (1) tanah kosong untuk hunian; (2) properti yang 
berdiri sendiri; (3) landed property dalam pembangunan rumah susun yang 
tidak termasuk dalam pembangunan kondominium yang disetujui sesuai 
Planning Act; (4) rumah toko yang didirikan dalam wilayah yang 
diperuntukkan bagi hunian; (5) seluruh apartemen atau seluruh unit dalam 
kondominium; (6) leasehold estate yang termasuk dalam restricted 
residential property untuk jangka waktu tidak lebih dari 7 tahun, termasuk 
perpanjangannya; (7) flat HDB yang dibeli langsung dari HDB; (8) Flat HDB 
yang dijual kembali sesuai dengan persetujuan HDB; (9) rumah toko HDB; 
(10) kondominium eksekutif yang dibeli sesuai dengan the Executive 
Condominium Housing Scheme Act 1996. Singapura menggunakan Asas 
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Perlekatan dalam hukum tanah nasionalnya yang berimplikasi pada 
kepemilikan bangunan dan tanah oleh orang asing menjadi satu kesatuan. 
Jangka waktu kepemilikan properti di Singapura mencapai 99 tahun 
dan hal itu dilakukan tanpa perpanjangan. Selain itu, Singapura juga di tidak 
mengatur batasan unit ataupun kuota bangunan untuk orang asing dan 
badan hukum asing. Adapun untuk harga tanah ataupun bangunan 
disertahkan kepada mekanisme pasar. Biarpun demikian, Singapura 
memiliki zonasi untuk bangunan-bangunannya.  
Sedangkan Vietnam, objek yang dapat dimiliki oleh orang asing dan 
badan hukum hampir serupa dengan Indonesia, yaitu rumah tunggal dan 
apartemen atau Sarusun. Akan tetapi rumah dan apartemen tersebut juga 
diperuntukkan bagi tempat tinggal karyawan badan hukum asing yang 
memenuhi kriteria. Jangka waktu pemilikan properti pertama kali diberikan 
selama 50 tahun dan dapat diperpanjang 50 tahun. Biarpun demikian, 
karena Vietnam menganut Asas Pemisahan Horizontal, maka biarpun 
memiliki bangunan dengan jangka waktu yang lama, orang asing tersebut 
bukan berarti memiliki tanah di Vietnam. Ketentuan ini merupakan 
pengejawantahan dari Pasal 1 the Vietnam Land Law No. 45/2013/QH13 
yang menyatakan bahwa seluruh tanah di Vietnam adalah milik rakyat 
Vietnam dan Pemerintah sebagai perwujudan dari rakyat memiliki hak atas 
itu. Hal ini berarti seluruh tanah di Vietnam adalah milik pemerintah 
sehingga tidak dikenal adanya kepemilikan pribadi. Hal ini adalah 
konsekuensi dari dianutnya paham sosialis oleh Vietnam. 
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Meskipun memiliki jangka waktu yang sangat lama, orang asing dan 
badan hukum asing hanya diperbolehkan memiliki satu unit objek. Bukan 
hanya itu, orang asing dan badan hukum asing dapat memiliki hingga 30% 
unit apartemen dalam satu gedung apartemen dan dalam satu wilayah tidak 
lebih dari 30% dari total unit semua bangunan apartemen. Selain itu, orang 
asing dan badan hukum asing dapat memiliki hingga 10% unit rumah 
tunggal dan dalam satu wilayah WNA dapat memiliki 250 unit serta badan 
hukum asing tidak boleh melebihi 2.500 unit. Harga objek tersebut 
ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan nilai sebenarnya dari tanah dalam 
keadaan normal. Jika ada perbedaan besar antara perhitungan mereka 
dibandingkan dengan harga pasar. Selain itu Pemerintah juga menerapkan 
zonasi terhadap rumah tunggal ataupun apartemen. 
Substansi pembanding ketiga adalah perbuatan atau peristiwa hukum 
terhadap objek yang dapat di haki oleh asing. Indonesia tidak mengatur 
persoalan jual beli objek yang dapat di haki, berbeda dengan Singapura dan 
Vietnam yang mengatur perbuatan hukum ini. Selain jual beli, Indonesia 
juga tidak mengatur persoalan sewa menyewa objek yang dapat di haki 
oleh orang asing. Sedangkan di Singapura, hal ini dikenakan pajak hingga 
15%. Hal ini juga diatur di Vietnam, akan tetapi penulis tidak mendapatkan 
perinciannya. 
Pewarisan adalah peristiwa hukum yang di atur di Indonesia. Apabila 
ahli waris adalah orang asing, maka ia harus mempunyai izin tinggal di 
Indonesia. Jika ahli waris sudah tidak memenuhi syarat pemegang hak, 
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maka dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak 
atas rumah dan tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila 
belum dilepaskan maka tanah tersebut akan dilelang oleh negara jika 
dibangun di atas Hak Pakai atas tanah negara atau menjadi milik pemegang 
Hak Milik atau Hak Pengelolaan, jika rumah tersebut dibangun diatas tanah 
berdasarkan perjanjian. 
Pewarisan juga di atur di Singapura. Apabila orang asing yang 
memperoleh landed residential property sebagai warisan harus 
memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang. Jika tidak diperoleh 
persetujuan pejabat, dalam kurun waktu 10 tahun setelah tanggal kematian, 
properti tersebut harus dijual kepada WN Singapura atau WNA yang 
memperoleh persetujuan pejabat yang berwenang. Hasil penjualan 
diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Hal ini juga diatur di 
Vietnam, akan tetapi penulis tidak mendapatkan perinciannya. 
Sanksi adalah pembanding keempat. Di Indonesia, apabila ada 
perjanjian yang menggunakan nama WNI sebagai trustee atau nominee 
adalah batal demi hukum dan tanahnya menjadi milik negara. Selai itu, 
semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut 
kembali. Hal ini juga diatur di Singapura. Jika persetujuan pejabat diberikan 
untuk pembelian landed residential property, properti tersebut harus dihuni 
sendir dan tidak disewakan. Pelanggaran terhadap hal tersebut dikenai 
denda 5.000 SGD atau 3 Tahun pidana atau pidana dan denda. Selain itu, 
jika perjanjian yang menggunakan nama WN Singapura sebagai trustee 
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atau nominee adalah batal demi hukum. Semua pembayaran yang telah 
dikeluarkan oleh WNA tidak dapat dituntut kembali. Selian itu, pemberian 
atau hibah landed residential property dari seorang WN Singapura kepada 
WNA adalah batal demi hukum. Untuk Vietnam, penulis tidak mendapatkan 
informasi tentang ini. 
Pembanding terakhir adalah instansi yang mengawasi objek yang 
dapat di haki oleh asing. Indonesia tidak mengatur tentang instansi ini. Hal 
ini berbeda dengan Singapura yang memberikan kewenangan pengawasan 
kepada Controller of Residential Property Land Dealing dan Minister for 
Law. Adapun Vietnam memberikan kewenangan pengawasannya kepada 
The Ministry of Defence dan The Ministry of Public Security. 
Dari perbandingan antar Indonesia, Singapura dan Vietnam dapat 
dilihat jika pengaturan Indonesia terhadap pemilikan hunian oleh orang 
asing masih belum selengkap Singapura ataupun Vietnam. Banyak 
pengaturan-pengaturan yang dapat diadopsi dalam pengaturan Indonesia 
akan tetapi ha; tersebut tentunya harus dikaji lebih mendalam dan dikaitkan 
dengan asas-asas fundamental dalam UUPA. Sehingga tidak mencederai 
asas nasionalitas ataupun Hak Bangsa yang merupakan ciri khas 
Indonesia. 
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B. Status Kepemilikan Tanah Sebagai Harta Bersama dalam 
Perkawinan Campuran 
Perkawinan campuran bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. 
Sebagai negara yang menjadi poros perdagangan dunia di masa lalu, 
membuat masyarakat Indonesia berinteraksi orang dari negara lain. Hal 
tersebut semakin tinggi intensitasnya manakala globalisasi dan 
modernisasi makin mempermudah setiap orang untuk berbagai 
keperluannya, bahkan untuk mengenal orang dari negara lain ataupun 
berpindah dari satu negara ke negara lain.  
Perkawinan yang dilakukan oleh sesama WNI akan menghasilkan 
berbagai hubungan seperti hubungan batin, kekeluargaan ataupun harta 
kekayaan. Hubungan-hubungan hukum tersebut tentunya juga muncul 
dalam perkawinan campuran akan tetapi mengalami beberapa kesulitan 
karena adanya perbedaan hukum antara keduanya. Salah satu hubungan 
hukum yang tercipta antara WNI dan orang asing yang terikat dalam suatu 
perkawinan adalah adanya penyatuan harta menjadi harta bersama. Harta 
yang dimaksud disini adalah harta yang didapatkan selama perkawinan 
berlangsung, apabila tidak diperjanjikan lain. Hal ini akan membawa akibat 
hukum bahwa harta yang awalnya dimiliki oleh salah seorang diantaranya 
juga akan dikuasai oleh pasangannya. 
Salah satu persoalan yang timbul karena adanya harta bersama 
tersebut terjadi ketika objek harta bersama tersebut merupakan tanah yang 
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dimiliki oleh WNI, baik posisinya sebagai suami ataupun istri. Hal tersebut 
dikarenakan tanah tidak dapat dimiliki oleh orang asing, baik statusnya 
berkedudukan di Indonesia ataupun tidak. Tidak dapat dimiliki dalam hal ini 
merupakan hak penguasaan atas tanah yang di dasari oleh Hak Milik. 
Ketentuan ini merupakan konsekuensi dengan adanya Hak Bangsa yang 
merupakan hak penguasaan tanah tertinggi yang menempatkan seluruh 
bangsa Indonesia sebagai pemilikinya. Ketentuan terebut juga diperkuat 
dengan Pasal 9 ayat (1) UUPA yang mengatur hanya WNI dapat 
mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, ruang angkasa 
dan seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia. Ketentuan tersebut 
selanjutnya dipertegas oleh Pasal 21 ayat (1) UUPA yang menegaskan 
hanya WNI yang dapat mempunyai Hak Milik. 
Bukan hanya Hak Milik, HGU dan HGB juga tidak dapat dimiliki oleh 
orang asing secara pribadi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 30 UUPA Jo. 
Pasal 2 PP No. 40/1996 tentang subjek HGU dan Pasal 36 UUPA Jo. Pasal 
19 PP No. 40/1996 tentang subjek HGB yang terdiri dari WNI dan badan 
hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia. Apa bila subjek tersebut sudah tidak memenuhi syarat, dengan 
kata lain batal syarat subjektifnya, maka dalam jangka waktu 1 tahun wajib 
mengalihkan atau melepaskan hak tersebut kepada pihak yang memenuhi 
syarat. Jika tidak maka hak tersebut hapus karena hukum. Biarpun 
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demikian, HGU dan HGB dapat dimiliki oleh orang asing namun dengan 
dasar investasi, bukannya kepemilikan secara individual.164 
Berdasarkan rumusan Pasal 21 ayat (3) UUPA, percampuran harta 
karena perkawinan ataupun pewarisan tanpa wasiat atau in absento 
merupakan tindakan yang tidak langsung ditujukan ke arah pemindahan 
Hak Milik. Perbuatan yang secara tidak disengaja ini mengakibatkan 
beralihnya Hak Milik kepada orang asing adalah perbuatan yang tidak 
terlarang. Hal ini disimpulkan dari muatan Pasal 26 ayat (2) UUPA yang 
melarang memindahkan Hak Milik kepada orang asing melalui cara jual beli, 
penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-
perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung 
memindahkan Hak Milik tersebut. Dalam pasal tersebut terlihat bahwa 
perbuatan-perbuatan terlarang adalah perbuatan yang dilakukan secara 
sengaja diadakan untuk mengalihkan Hak Milik.165 Secara gramatikal, 
Pasal 26 ayat (2) UUPA terdapat ketentuan tidak tertulis bahwa perbuatan-
perbuatan yang tidak sengaja mengalihkan Hak Milik adalah tidak terlarang. 
Ketentuan ini dalam ilmu hukum antargolongan dikenal dengan istilah 
Kaidah Pencerminan atau spiegelregel, yaitu suatu kaidah tertulis yang 
mencerminkan kaidah tidak tertulis.166 
Biarpun tidak terlarang, Pasal 21 ayat (3) UUPA menentukan jika hal 
tersebut terjadi maka orang asing tersebut wajib melepas atau mengalihkan 
                                                 
164 Lihat Pasal 20 dan Pasal 21 UUPM. 
165 Sudargo Gautama I, Op.Cit., Hlm. 64. 
166 Ibid., Hlm. 65. 
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haknya dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut. 
Jika tidak dilakukan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya 
jatuh kepada negara. Hal ini dapat diartikan bahwa WNI yang melakukan 
perkawinan campuran, baik sebagai suami maupun istri, tidak dapat 
memiliki hak atas tanah yang sama seperti WNI lainnya yang tidak 
melakukan perkawinan campuran. 
Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga jangan sampai tanah 
Indonesia jatuh kepada orang asing karena adanya harta bersama melalui 
perkawinan campuran. Sebab percampuran harta terjadi ketika perkawinan 
dimulai, jika tidak ditentukan lain. Hal ini berarti jika dalam perkawinan 
campuran, seorang WNI memiliki Hak Milik atas tanah, maka tanah tersebut 
menjadi juga menjadi harta pasangannya yang orang asing juga. Meskipun 
dalam sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut tertera nama WNI, tanah 
tersebut tetap sebagai harta bersama. Sehingga tidak lagi murni sebagai 
harta WNI. Dengan kata lain, Pasal 21 ayat (3) UUPA merupakan antisipasi 
beralihnya Hak Milik kepada orang asing. Biarpun demikian, menurut Arie 
Sukanti Hutagalung sampai saat ini tidak ada alat kendali dalam 
pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA tersebut. Artinya, 
pihak kantor pertanahan tidak akan memperingati WNA untuk segera 
melepaskan atau mengalihkan haknya kepada pihak lain dan tidak serta 
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merta berubah menjadi tanah negara. Dalam buku kantor pertanahan tetap 
tanah terdaftar atas nama WNI bersangkutan.167 
Jika ketentuan dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA tersebut ditautkan pada 
ketentuan Pasal 9 ayat (2) UUPA yang merupakan Asas Persamaan, maka 
setiap WNI, baik itu pria maupun wanita, mempunyai kesempatan yang 
sama untuk memperoleh hak atas tanah serta manfaat dan hasilnya, baik 
bagi diri sendiri maupun keluarganya. Pertanyaan yang kemudian muncul 
adalah apa kriteria “Warga Negara Indonesia” dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA 
tersebut? Apakah WNI yang melakukan perkawinan campuran bukan lagi 
WNI seperti yang dimaksudkan oleh Pasal 9 ayat (2) UUPA? 
Menurut penulis, Hak Milik atas tanah merupakan hak bagi semua 
WNI, tidak memandang ia laki-laki ataupun wanita, lajang ataupun kawin, 
kawin sesama WNI ataupun dengan orang asing. Hal tersebut  bahkan 
dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa 
Setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan Hak Milik tersebut 
tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Akan 
tetapi hal ini menjadi dilematis ketika diperhadapkan dengan kemungkinan 
dimilikinya tanah oleh orang asing melalui adanya harta bersama yang 
secara langsung mencederai Asas Nasionalitas dan Hak Bangsa yang 
menjadi roh dari UUPA. 
                                                 
167 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Mahkamah Konstitusi III), 
Risalah Sidang VI Perkara Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Hlm. 5. 
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Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA merupakan pengejawantahan dari 
Pasal 9 ayat (1) UUPA yang di dalamnya termuat Asas Nasionalitas. Dalam 
ketetaun Pasal 21 ayat (3) UUPA tersebut merupakan antisipasi dari 
pengasingan tanah melalui percampuran harta karena perkawinan 
campuran. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa jika harta tersebut tidak 
bercampur maka WNI yang melakukan perkawinan campuran dapat 
memiliki Hak Milik sama seperti ketika ia belum melakukan perkawinan 
campuran. Sebab pemilikan tanah oleh orang asing merupakan hal yang 
tidak dapat dibenarkan. 
Secara historis, UUPA diundangkan pada 24 September 1960 
sedangkan UU Perkawinan diundangkan pada 2 Januari 1974. Maka dari 
itu ketentuan dalam UUPA disesuaikan dengan BW yang mengatur tentang 
hukum perkawinan yang saat itu menjadi hukum positif di Indonesia. Pasal 
21 ayat (3) UUPA yang merupakan pasal antisipasi dari pengasingan tanah 
di sesuaikan dengan Pasal 119 BW yang mengatur tentang persatuan bulat 
harta kekayaan perkawinan (algehele gemeenschup van goederen). 
Persatuan bulat ini meliputi harta kekayaan suami dan istri, bergerak dan 
tidak bergerak, baik yang sekarang mapun kemudian, ataupun yang 
diperoleh dengan cuma-cuma, kecuali dalam hal terakhir si yang 
mewariskan atau yang mengibahkan dengan tegas menentukan 
sebaliknya. Dalam hal terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, 
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maka dalam perkawinan tersebut pada prinsipnya hanya ada satu jenis 
harta kekayaan, yaitu harta bersama.168 
Tidak hanya mengacu kepada ketentuan dalam BW, Pasal 21 ayat (3) 
UUPA juga terlihat mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 2 Regeling 
op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158 (selanjutnya disingkat GHR) 
yang menentukan seorang perempuan yang melakukan perkawinan 
campuran, mengikuti (selama masih dalam perkawinan) kedudukan 
suaminya, baik di lapangan hukum publik maupun hukum perdata.169 
Ketentuan Pasal 2 GHR tersebut dimaksudkan agar tercipta kesatuan dan 
tidak menimbulkan kekacauan dalam suatu keluarga, maka hubungan 
hukum di dalam satu keluarga sebaiknya dikuasai oleh satu hukum. Hukum 
yang dipilih ialah hukum suami, sebab pada umumnya suamilah yang 
menentukan kedudukan kuluarga dalam suatu masyarakat.170 
Perkawinan campuran dalam GHR lebih luas ketimbang UU 
Perkawinan, yaitu mencakup perkawinan campuran antarnegara 
(international), perkawinan campuran antarregio (interregio), perkawinan 
campuran antartempat (interlocaal), perkawinan campuran antaragama 
(interreligius) dan perkawinan campuran antargolongan (intergential).171 
Jika terjadi perkawinan campuran antarnegara, misalnya pria yang tunduk 
                                                 
168 BW, Op.Cit., Pasal 119. 
169 Wirjono Projodikoro, 1985, Hukum Antar Golongan, Cetakan ke delapan, Bandung: Sumur 
Bandung, Hlm. 127.  
170 Ibid., Dengan perbaikan. 
171 Sudargo Gautama (selanjutnya disingkat Sudargo Gautama II), 1970, Segi-segi Hukum 
Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 No. 158), Jakarta:Penerbit Alumni, Hlm. 65. 
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kepada Hukum Belanda dengan wanita yang tunduk kepada Hukum Adat, 
maka konsekuensi hukumnya wanita tersebut akan mengikuti hukum 
suaminya, dalam hal ini adalah Hukum Belanda. Hal ini juga berarti bahwa 
wanita yang sebelumnya tunduk pada Hukum Adat tidak bisa memiliki tanah 
adat karena sudah tunduk kepada Hukum Belanda. Hal ini juga sesuai 
dengan Asas Intergentiele Grondenregel dalam ilmu hukum antargolongan 
yang menentukan bahwa status atas tanah terlepas sama sekali 
(onafhankelijk) dari hukum orang yang memegangnya.172 Dalam hal ini 
ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA sudah sangat tepat untuk melindungi 
tanah Indonesia dari pengasingan tanah yang merupakan Hak Bangsa 
Indonesia.  
Ketentuan dalam Pasal 119 BW dan Pasal 2 GHR sebelum dimuat 
dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA, nyatanya juga dimuat dalam Pasal 12 
Peraturan Tanah Partikelir sebelah Barat Cimanuk S. 1912 No. 422. Dalam 
Pasal 12 tersebut, diatur hak usaha di atas tanah-tanah partikelir yang tidak 
dapat dipunyai oleh golongan rakyat Eropa. Tetapi diberikan pengecualian 
jika memperoleh hak usaha di atas tanah partikelir karena pewarisan tanpa 
wasiat atau karena percampuran harta karena perkawinan campuran. Maka 
dalam jangka waktu dua tahun, hak usaha tersebut harus dilepaskan atau 
dialihkan kepada orang lain yang memenuhi persyaratan. Ketentuan ini juga 
                                                 
172 Sudargo Gautama (selanjutnya disingkat Sudargo Gautama III), 1991, Hukum Antargolongan: 
Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Ichtiar Baru – Van Hoeve, Hlm. 88. 
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berlaku kepada golongan bumi putera yang kemudian kehilangan 
statusnya.173 
Ketentuan dalam hukum perkawinan dalam Pasal 119 BW dan Pasal 
2 GHR tersebut kemudian dicabut dan diubah oleh UU Perkawinan yang 
diundangkan 14 tahun setelah UUPA. Berbeda dengan konsepsi harta 
bersama yang di atur dalam BW, Pasal 35 UU Perkawinan membagi harta 
perkawinan menjadi tiga, yaitu (1) harta bawaan; (2) harta yang diperoleh 
dari hibah atau warisan; yang keduanya di bawah penguasaan masing-
masing suami dan istri sepanjang tidak ditentuka lain; dan (3) harta 
bersama yang diperoleh selama perkawinan. Lebih lanjut, dalam Ketentuan 
Penutup UU Perkawinan menetapkan bahwa dengan berlakukanya UU 
Perkawinan ketentuan-ketentuan dalam BW yang mengatur tentang 
perkawinan sejauh telah di atur dalam UU Perkawinan dinyatakan tidak 
berlaku. 
Biarpun UU Perkawinan telah membagi harta perkawinan, ketentuan 
dalam Pasal 21 ayat (3) UUPA tetap berlaku jika tanah dijadikan sebagai 
harta bersama. Akan tetapi, jika melihat rumusan Pasal 21 ayat (3) UUPA, 
dapat ditafsirkan bahwa jika harta tersebut tidak bercampur maka WNI yang 
melakukan perkawinan campuran dapat memiliki Hak Milik sama seperti 
ketika ia belum melakukan perkawinan campuran. Mengenai pemisahan 
                                                 
173 Sudargo Gautama I, Op.Cit., Hlm. 65. 
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harta perkawinan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 
perjanjian perkawinan. 
Pasal 29 UU Perkawinan memuat ketentuan tentang perjanjian 
perkawinan yang dibuat secara tertulis sebelum atau pada waktu 
perkawinan dilangsungkan yang berlaku sejak perkawinan dilangsungkan 
serta tidak dapat diubah kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan 
untuk mengubah dan tidak merugikan pihak ketiga. Adanya perjanjian 
perkawinan yang di dalamnya memuat pemisahan harta selama 
perkawinan dapat digunakan juga dalam perkawinan campuran. Biarpun 
demikian, rumusan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang menetapkan 
bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan 
dilangsungkan telah menutup kemungkinan diadakannya perjanjian 
perkawinan ketika perkawinan itu sudah berlangsung. 
Dalam konsepsi Hukum Adat, perjanjian perkawinan dapat dilakukan 
sebelum atau pada waktu perkawinan. Sebagian besar perkawinan 
perkawinan tersebut tidak dibuat secara tertulis tetapi diumumkan di 
hadapan para anggota kerabat tetangga yang hadir dalam upacara 
perkawinan.174 Akan tetapi menurut Neng Djubaedah, dalam Hukum Adat 
di Jawa Barat yang menganut sistem parental terdapat kemungkinan 
                                                 
174 Hilman Hadikusuma (selanjutnya disingkat Hilman Hadikusuma II), 2007, Hukum Perkawinan 
Indonesia Menurut Perundnagan, Hukum Adat dan Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 54 
– 55.  
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dilakukannya pemisahan harta bersama ketika suami istri masih atau 
sedang dalam ikatan perkawinan.175 
Hukum Islam tidak secara tegas mengatur tentang perjanjian 
perkawinan dapat dilaksanakan sebelum atau ketika perkawinan 
berlangsung sebagai syarat perkawinan berdasarkan hadis Nabi.176 Karena 
hal tersebut, maka ketentuan tersebut ditafsirkan oleh para ulama karena 
merupakan bagian dari ijtihad. Dalam Pasal 47 ayat (1) KHI, ditentukan 
bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum 
perkawinan dilangsungkan secara tertulis. Lebih lanjut Yusuf Qardhawi 
menyatakan bahwa taklik talak yang digantungkan oleh suami terhadap istri 
ketika perkawinan berlangsung dan suami istri bersangkutan telah 
mempunyai anak adalah dimungkinkan. Oleh karena itu amatlah 
dimungkinkan perjanjian perkawinan mengenai harta besama itu dilakukan 
pada waktu perkawinan sedang berlangsung.177 
Hukum Adat dan Hukum Islam yang merupakan penyusun dari hukum 
nasional ini tentunya berbeda dengan ketentuan Pasal 29 Jo. Pasal 35 ayat 
(1) UU Perkawinan yang menetapkan bahwa pada waktu atau sebelum 
perkawinan dilangsungkan tidak dilakukan perjanjian tertulis atas harta 
bersama oleh calon suami dan calon istri untuk memisahkan harta bersama 
yang akan diperoleh kelak dalam perkawinan, maka terhadap harta 
                                                 
175 Mahkamah Konstitusi II, Op.Cit., Hlm. 11. 
176 Hilman Hadikusuma II, Op.Cit., Hlm. 55.  
177 Mahkamah Konstitusi II, Op.Cit., Hlm. 12. 
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bersama itu tidak dapat dilakukan pemisahan melalui perjanjian perkawinan 
oleh suami dan istri bersangkutan pada setelah perkawinan dilangsungkan. 
Selain Hukum Adat dan Hukum Islam, jika melakukan komparasi 
dengan Nieuw Burgerlijk Wetboek atau BW Belanda terbaru, perjanjian 
perkawinan dapat dilaksanakan ketika perkawinan telah terlaksana. Hal ini 
dapat ditemukan dalam Pasal 114 dalam Bab Perjanjian Perkawinan, Buku 
I tentang Hukum Orang dan Hukum Keluarga178 yang menyatakan 
Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel door aanstaande echtgenoten vóór 
het sluiten van het huwelijk als door echtgenoten tijdens het huwelijk worden 
gem. Dalam bahasa Indonesia diartikan menjadi sebuah perjanjian 
perkawinan dapat dibuat oleh calon pasangan sebelum mereka menikah 
(prenuptial agreement) atau selama pernikahan (postnuptial agreement). 
Biarpun Hukum Adat dan Hukum Islam memberikan kesempatan 
pemisahan harta perkawinan selama perkawinan berlangsung, akan tetapi 
UU Perkawinan menentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dibuat 
sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Hal ini berarti selama 
tidak melakukan pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan, maka 
WNI yang melakukan perkawinan campuran tetap tunduk kepada Pasal 21 
ayat (3) UUPA. Sedangkan WNI yang melakukan pemisahan harta 
perkawinan dapat memiliki hak atas tanah sama seperti WNI lainnya. 
                                                 
178 Advocatengoossens, 2016, Ducth Civil Law, Diakses dari http://www.dutchcivillaw.com/, 
Diakses pada 22 Mei 2016. 
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Jika di atas tanah yang dimiliki oleh WNI dalam perkawinan campuran 
terdapat bangunan yang dibangun atas nama orang asing, maka 
kepemilikan tanah dan bangunan tersebut terpisah. Hal ini karena 
dianutnya Asas Pemisahan Horizontal yang dijelaskan pada pembahasan 
sebelumnya. 
Terkait pemilikan tanah oleh WNI yang melakukan perkawinan 
campuran, Pasal 3 ayat (1) PP Hunian Orang Asing menetapkan bahwa 
WNI pelaku perkawinan campuran diberikan hak atas tanah yang sama 
dengan WNI lainnya. Ketentuan ini sekilas bertentangan dengan Pasal 21 
ayat (3) UUPA, akan tetapi seperti yang uraikan pada pembahasan 
sebelumnya bahwa Hak Milik atas tanah merupakan hak bagi semua WNI, 
tidak memandang apakah ia laki-laki atau wanita, lajang ataupun kawin, 
kawin dengan sesama WNI ataupun dengan orang asing. Pasal 3 ayat (2) 
PP Hunian Orang Asing menetapkan bahwa hak atas tanah yang dimiliki 
oleh WNI pelaku perkawinan campuran bukan merupakan harta bersama 
yang dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta, dalam hal ini adalah 
perjanjian perkawinan. Biarpun demikian, hal ini terkendala dengan Pasal 
29 UU Perkawinan yang menentukan perjanjian perkawinan dibuat 
sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung seperti yang telah diurai 
sebelumnya. 
Meskipun beritikad baik dengan menghilangkan diskriminasi hak atas 
tanah bagi sesama WNI, rumusan Pasal 3 PP Hunian Orang Asing tidak 
sesuai dan terkesan dipaksakan berada dalam PP yang mengatur rumah 
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tempat tinggal bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Karena 
pengaturan dalam Pasal 3 PP Hunian Orang Asing tersebut lebih sesuai 
jika dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang 
saat ini kembali menjadi program legislasi nasional. Hal ini juga dapat dilihat 
pada konsiderans mengingat PP Hunian Orang Asing yang tidak 
mempertimbangkan UU Perkawinan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan terhadap rumusan masalah yang telah 
diuraikan sebelumnya, maka penulis berkesimpulan bahwa; 
1. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia tidak dapat memiliki 
tanah meskipun telah memiliki bangunan di atasnya. Hal ini karena 
dianutnya Asas Pemisahan Horizontal dalam hukum tanah nasional 
yang memungkinkan pemilikan terpisah atas tanah dan bangunan. 
Meskipun demikian, jangka waktu Hak Pakai yang terlampau lama 
hingga mencapai 80 tahun dapat berbenturan dengan prinsip Hak 
Bangsa. 
2. Tanah sebagai harta bersama dalam perkawinan campuran menurut 
Pasal 21 ayat (3) UUPA merupakan hal yang dilarang. Hal ini karena 
ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUPA mengacu kepada Pasal 119 BW 
dan Pasal 2 GHR sehingga WNI pelaku perkawinan campuran tidak 
dapat memiliki Hak Milik atas tanah. Hal ini berbeda dengan ketentuan 
Pasal 35 UU Perkawinan. Biarpun demikian, Pasal 29 UU Perkawinan 
memberikan kesempatan untuk dilakukannya pemisahan harta 
bersama, termasuk tanah, melalui perjanjian perkawinan yang 
dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. 
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B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 
memberikan beberapa saran untuk pengembangan hukum agraria pada 
umumnya dan terkhusus kepada pengaturan terkait rumah tempat tinggal 
atau hunian bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia ke 
depannya, yaitu: 
1. Diharapkan kepada Pemerintah dan Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang untuk melakukan revisi terhadap PP Hunian Orang Asing yang 
memuat definisi secara tegas dan jelas terhadap pengertian orang 
asing yang berkedudukan di Indonesia sehingga tidak menimbulkan 
multitafsir, memasukkan badan hukum asing yang mempunyai 
perwakilan di Indonesia sebagai subjek Hak Pakai yang membeli 
rumah tempat tinggal untuk ditinggali pegawainya, melakukan 
penyesuaikan jangka waktu Hak Pakai atas rumah tempat tinggal bagi 
orang asing yang berkedudukan di Indonesia dengan PP No. 40/1996 
dan memberikan zonasi terhadap rumah tempat tinggal atau hunian 
bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Revisi tersebut 
juga hendaknya didukung dengan diundangkannya Undang-Undang 
tentang Pertanahan dan Undang-Undang tentang Hak Milik. Selain itu, 
revisi tersebut juga harus lebih akomodatif terhadap pengaturan 
terhadap hunian orang asing di negara-negara lain namun tetap 
memperhatikan asas nasionalisme dan Hak Bangsa.  
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2. Diharapkan kepada Pemerintah dan Kementerian Agraria dan Tata 
Ruang untuk membentuk instansi yang secara khusus mengurus dan 
mengawasi rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing yang 
berkedudukan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang lebih 
efektif terkait implementasi Pasal 21 ayat (3) UUPA. Selain itu, 
sebaiknya Pemerintah juga memperluas pengertian Perjanjian 
Perkawinan yang dimuat dalam UU Perkawinan, yang semula 
dilakukan sebelum perkawinan menjadi dapat dilakukan pada saat 
perkawinan itu berlangsung untuk memberikan pengecualian 
terhadap WNI yang melakukan perkawinan campuran untuk memiliki 
tanah namun tetap terpisah dalam harta perkawinan. 
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